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ABSTRAK
Skripsi ini mengkaji tentang Bate Salapang dan Eksistensi Kerajaan Gowa
(Suatu Pendekatan Anrtopologi Politik) sebagai suatu daerah yang berada dalam
wilayah provinsi Sulawesi Selatan merupakan jelmaan Kerajaan Gowa Terletak
10 km dari kota Makassar. Latar belakang masalah pada skripsi ini melihat
Kabupaten Gowa sebelum menjadi Daerah Kabupaten, Gowa menganut sistem
Monarki dimana pada saat itu raja yang memimpin suatu wilayah dan Bate
salapang sebagai parlemen. Disahkannya seorang raja untuk menjadi pemimpin
(somba “dalam bahasa kerajaan Gowa) tak lepas dari persetujuan Bate Salapang.
peralihan sistem dari system monarki ke NKRI, Raja Gowa ke 36, Raja terakhir
Andi Idjo Karaeng Laloang menjadi Bupati Pertama pada tahun 1946. Pada saat
itulah peran Bate salapang yang sebelumnya berhak memilih, mengangkat dan
menurunkan raja mulai tergeser.
Tujuan penelitian ini mengkaji tentang bagaimana eksistensi bate
salapang dalam mempertahankan kerajaan Gowa. kemudian bagaimana melihat
pola hubungan kekuasaan bate Salang dalam melihat kepentingan antara kerajaan
dengan pemerintahan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. sedangkan pengumpulan
data menggunakan data primer yang didapat dari sumber informan yaitu individu
atau perseorangan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data ini akan
diperoleh melalui wawancara dengan informan yang menjadi subyek dalam
penelitian. Serta dokumentasi dimana metode ini dipakai karna isu penelitiannya
telah lampau. teknik analisa data yang digunakan penulis yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian berdasarkan data dilapangan, penulis mendapatkan data
tentang Bate salapang dan eksistensi kerajaan Gowa (suatu pendekatan
antropologi politik). melihat bahwa peran bate Salapang bersama paccallayya
yang sebelumnya memiliki wewenang dalam sistem pemerintahan yaitu berhak
mengangkat, memilih dan menurunkan seorang raja namun seiring berjalannya
waktu perannyapun sudah mulai tergeser. Namun upaya untuk mempertahankan
kerajaan Gowa, bate Salapang sekarang ini sudah tidak memiliki pengaruh besar
baik di pemerintah maupun kerajaan, hanya berperan sebagai jembatan untuk
menjaga, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya kerajaan Gowa,
karena sudah tidak memiliki wilayah kekuasaan. Sehingga pola hubungan
kekuasaan antara bate Salapang dengan pemerintah daerah saat ini tidak begitu
erat hubungannya dengan terbentuknya Perda LAD, Bupati Gowa sebagai ketua
lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran sombayya




Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memilki
kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.1 Negara meliputi
kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan pembagaian atau
alokasi.2 diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang
bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui suatu
pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau
beberapa kelompok manusia tadi. Sedangkan bentuk negara menyatakan
susunan atau organisasi negara secara keseluruhan, mengenai struktur negara
yang meliputi segenap unsur-unsurnya, yaitu daerah, penduduk dan
pemerintahannya. Bentuk Pemerintahan Kerajaan atau Monarki. Monarki
merupakan sejenis pemerintahan di mana Raja menjadi Kepala Negara.
Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia.
Garner menyatakan; setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan
kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada  personel atau seseorang, tanpa
melihat pada sumber sifat sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya
maka itulah monarki.3 Di Negara Indonesia ada beberapa wilayah yang
memakai sistem pemerintahan monarki.
1Miriam Budiarjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
2008).h 13.
2Miriam Budiarjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. h 17-23
3Artikel terkait “Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan “, diposkan oleh Meylita
Hadiaty, diakses 12 September 2016.
2Salah satu pemerintahan yang memiliki sistem monarki pada saat
sebelum masuknya sistem presidensial ialah kerajaan Gowa. Kabupaten Gowa
sebagai suatu daerah yang berada dalam wilayah provinsi Sulawesi selatan
merupakan jelmaan Kerajaan Gowa terletak 10 km dari kota Makkasar. Pada
zaman kerajaan Gowa Pra Islam muncul empat orang raja yang memegang
pemerintahan yaitu: 1. Batara Guru, 2. Saudara Batara guru yang dibunuh di
talali (nama asli tidak diketahui) 3. Ratu Sapu (Marancai) 4. Karaeng
Katangka (Nama asli tidak diketahui). Menjelang terbentuknya kerajaan
Gowa, daerah ini terdiri atas Sembilan kerajaan kecil yang disebut kasuwiyang










-kasuwiyang adalah kelompok yang membentuk suatu komunitas adat yang mendukung
pembentukan kerajaan Gowa
-Bate salapang adalah perubahan nama dari kasuwiyang salapang dengan unsur
Sembilan pemimpin negeri dan mereka memiliki panji tersendiri yang membentuk komunitas
dewan hadat atau lembaga dewat hadat yang mengatur jalannya pemerintahan kerajaan.
4 Syamsuez Salihima, Peta Politik Di Sulawesi Selatan Pada Awal Islamisasi (Makassar:
Alauddin University Press, 2014), h.112.
3Di antara kerajaan-kerajaan kecil5 di atas sering terjadi perselisihan
yang terkadang meningkat menjadi peran terbuka. Perang dapat diperkecil
dengan mengangkat dari kalangan mereka seorang pejabat yang disebut
paccallayya. Ia berfungsi sebagai ketua dewan adat di antara kesembilan
kerajaan kecil yang menjadi anggotanya. Di samping itu, ia merupakan
arbitrator dalam mendamaikan perselisihan yang mungkin timbul diantara
gallarrang (penguasa) kerajaan-kerajaan kecil itu. Namun setiap kerajaan
kecil tetap mempertahankan kedaulatan dan otonominya dalam mengatur
pemerintahan sendiri dalam daerahnya. Paccallayya sebagai ketua dewan
tidak memiliki kewenangan dan kekuatan memaksa dalam menyelesaikan
perselisihan secara tuntas, yang menyebabkan kerajaan-kerajaan kecil tidak
pernah merasa tenang, bahkan sering timbul perselisihan yang mengarah pada
ketidakstabilan. Keadaan seperti ini terus berlangsung sampai datangnya
Tumanurung yang mempersatukan semua kerajaan kecil itu dalam satu
kerajaan yang dinamakan Butta Gowa (tanah Gowa).6 Tumanurung adalah
perempuan dianggap berasal dari dunia atas (kayangan) karna siapa dan
darimana tidak diketahui sehingga disebut karaeng Tumanurung Baine atau
sosok perempuan yang muncul dari atas dan turun disuatu tempat gubuk hitam
5Istilah kerajaan kerajaan kecil yang digunakan, tidak sependapat dengan apa yang
disampaikan beberapa ahli dengan alasan apabila dikatakan sebagai kerajaan-kerajaan kecil maka
pasti ada raja-raja sebelum Tumanurung muncul, sedangkan yang mengangkat seorang
Tumanurung adalah dari Bate salapang sendiri
-Paccallayya adalah Ketua dewan hadat yang dipilih dari salah satu Bate salapang juga
sebagai kordinator dari pada Bate salapang kemudian disebut Paccallayya. Di samping itu
kedudukan Paccallayya adalah sebagai penasehat kerajaan.
-Gallarrang adalah setiap pemimpin dewan hadat diantara komunitas dewan hadat Bate
salapang kemudian disebut Gallarrang.
6Ahmad M. Sewang, “Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII”.
(Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005). h 19-20.
4Kalegoa persis diatas sebuah batu disebut “Takabassia” yang kemudian
disebut Tamalate. Maka semua pemimpin negeri bersatu dan sepakat
menetapkan Karaeng Tumanurung Bainea sebagai pemimpin utama yang
diharapkan mempersatukan mereka, diangkatlah dan dinobatkan sebagai Raja
yang bergelar Karaeng “Sombaya Ri Gowa”.7
Tumanurung adalah Raja Gowa pertama dalam silsilah kerajaan Gowa.
Ia dinobatkan sebagai raja berdasarkan kesepakatan antara Tumanurung di
satu pihak dan paccallayya bersama dengan kasuwiyang salapang di pihak
lain. Kasuwiyang salapang sebagai raja-raja negeri bersepakat untuk
menyerahkan kekuasaan pada Tumanurung sebagai raja Gowa pertama.
Sebaliknya, kasuwiyang salapang akan dilibatkan pada setiap pengambilan
keputusan, seperti masalah perang dan damai. Pada masa pemerintahan raja
Gowa VI, sumber lokal kembali menerangkan tentang pembagian wilayah
kerajaan Gowa terhadap dua putranyan yaitu Batara Gowa dan Karaeng Loe
Ri Sero. Batara Gowa melanjutkan kekuasaan di Gowa sebagai Raja Gowa
VII, pengganti Tonatangka Lopi yang meninggal dunia. Wilayah
kekuasaannya meliputi: (1) paccelekang, (2) pattalasang, (3) bontomanai ilau,
(4) bontomanai iraya, (5) tombolo, dan (6) mangasa. Sedangkan adiknya,
Karaeng Loe Ri Sero, mendirikan kerajaan baru yang bernama kerajaan Tallo
dengan wilayah sebagai berikut: (1) Saumata, (2) Pannampu, (3) Moncong
Loe, dan (4) Parang Loe. Kedua kerajaan tersebut terlibat dalam persaingan
dan perang bertahun-tahun, sampai pada akhirnya kerajaan Tallo mengalami
7Djamaluddin Aziz Paramma.” Syekh Yusuf Al Makassary”. Oktober, 2007, Nala Cipta
Lierra. h 13
5kekalahan. Pada masa pemerintahan Raja Gowa X, I Mariogau daeng Bonto
karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng, kedua kerajaan kembar tersebut
kembali menjadi satu kerajaan dengan kesepakatan yang disebut, “Rua
Karaeng se’re ata”.8
Dimasa kerajaan tentulah ada dewan adat yang memiliki peran penting
dalam tatanan pemerintahan kerajaan. Wewenang lembaga adat yang disebut
“kasuwiyang salapang/bate salapang” sangat besar perananya dalam
pemilihan seorang pemimpin di kerajaan Gowa pada masa itu akan tetapi
seiring berjalannya waktu wewenang bate salapang pun kini mulai bergeser.
Pada masa rezim Orde Lama di bawah pimpinan presiden Indonesia
yang pertama yaitu Bapak Ir. Soekarno, Kerajaan Gowa yang sebelumnya
menganut sistem monarki kini beralih menjadi sistem presidensial yang pada
saat itu Raja Gowa terakhir yaitu Andi Idjo Daeng Mattawang sekaligus
menjadi Bupati pertama yang memimpin Gowa. Seperti yang kita ketahui,
Indonesia adalah Negara yang sudah melakukan perubahan sistem
pemerintahan sebanyak tiga kali. Yang pertama diawali dari Orde Lama, Orde
Baru dan Reformasi.
Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun
1956, ketika pertama kalinya di selenggarakan pemilu bebasdi Indonesia,
sampai kemudian presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai
8Ahmad M. Sewang, “Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI Sampai Abad XVII”.
(Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005). h 21-22
6pemilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa demokrasi pancasila,
sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan
Soeharto, Indonesia kembali masuk ke dalam alam demokrasi pada tahun
1998 ketika pemerintahan junta military Soeharto tumbang. Pemilu demokrasi
kedua bagi Indonesia terselanggarakan pada tahun 1999 yang menempatkan
PDI-P (partai demokrasi indonesia pejuangan) sebagai pemenang pemilu, di
tahun 2004 di menangkan oleh partia Golkar dan di tahun 2009 dimenangkan
oleh partai Demokrat serta tahun 2014 di menangkan kembali PDI-P. Itulah
sebuah Negara yang menampilkan wajah demokrasi. Demokrasi menurut
seorang ahli politik Samuel P Huntington mengatakan bahwa intinya
demokrasi adalah cara-cara untuk menetapkan otoritas sekaligus membetasi
otoritas  tersebut9
Pemilihan kepala daerah serentak (pilkada serentak) yang di lakukan di
Kabupaten Gowa pada 9 desember 2015 lalu melibatkan lima calon kepala
daerah yang akan dipilih. Dalam pemilihan calon Bupati Gowa 9 desember
2015, pasangan No. urut 5 yaitu Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo- Abd
Rauf Malagani Karaeng Kio (Adnan Kio).
9Muliansyah A. Ways, Political Ilmu Politik, Pemokrasi, Partai Politik Pan Welfare
State, (Yogyakarta: mcscwhispers. wordpress.com 2015), h 48-49.
7Adapun ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan umat terpilih,
dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran/3:110
                  
             
       
Terjemahnya :
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman
kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi
mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah
orang-orang yang fasik.“.10
Firman Allah Swt di atas merupakan pernyataan dari Allah Swt bahwa
umat Sayyidina Muhammad saw. yakni kaum muslimin, sebagai umat yang
terbaik di antara umat manusia di muka bumi. Dalam arti dari surah Ali Imran
ayat 10 dapat di tafsirkan ketika kita mengambil dari persepsi politik
kekuasaan yang maknanya pemimpin yang telah terpilih sebagai wakil rakyat
tentunya harus mengingat akan kedudukan yang di dapatkan saat ini,
menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.
Setelah terpilihnya sebagai Bupati terpilih di Kab Gowa Adnan
Purichta Ikhsan Yasin Limpo pada tanggal 17 februari 2016. seiring
berjalannya waktu, selaku Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo
mengeluarkan Perda No 5 tahun 2016 kab. Gowa “Bupati adalah Bupati Gowa
10Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Departemen Agama R.I. (Jakarta: Pustaka Firdaus,1993).
h. 50.
8sebagai Ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran
Sombayya11
Rasulullah saw. pernah menasihatkan kepada Abdurrahman bin
Samurah radhiallahu ‘anhu:
 َﺎﯾ َﻠَﻋ َﺖْﻨُِﻋأ ٍَﺔَﻟﺄْﺴَﻣ ِﺮْﯿَﻏ ْﻦَﻋ َﺎَﮭﺘْﯿِﻄُْﻋأ ِْنإ َﻚﱠِﻧَﺈﻓ ،َةَرﺎَﻣ ِْﻹا َُلﺄَْﺴﺗ َﻻ ،َةَﺮُﻤَﺳ َﻦْﺑ ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟا َﺪْﺒَﻋ َﺎﮭْﯿ
َﺎﮭَْﯿِﻟإ َﺖْﻠِﻛُو ٍَﺔَﻟﺄْﺴَﻣ ْﻦَﻋ َﺎَﮭﺘْﯿِﻄُْﻋأ ِْنإَو
Artinya:
“Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta
kepemimpinan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau
akan ditolong (oleh Allah subhanahu wa ta’ala dengan diberi taufik kepada
kebenaran). Namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya
akan dibebankan kepadamu (tidak akan ditolong).12”
Hadis ini diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam
Shahih-nya no. 7146 dengan judul “Siapa yang Tidak Meminta Jabatan, Allah
subhanahu wa ta’ala Akan Menolongnya dalam Menjalankan Tugasnya” dan
no. 7147 dengan judul “Siapa yang Meminta Jabatan Akan Diserahkan
Kepadanya (Dengan Tidak Mendapat Pertolongan dari Allah subhanahu wa
ta’ala dalam Menunaikan Tugasnya).” Diriwayatkan pula oleh al-Imam
Muslim rahimahullah dalam Shahih-nya no. 1652 yang diberi judul oleh al-
11 Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Secretariat Daerah Kabupaten Gowa Tahun
2016
12 Al-Ustadz  Abu Ishaq Muslim Al-Atsari, Hukum Meminta Jabatan, 14 November
2011, Asy Syariah Edisi 2006 Dalam Http://Asysyariah.Com/Hukum-Meminta-Jabatan, Diakses
Pada Tanggal 17 Agustus 2017 Pukul 13:34 WITA
9Imam an-Nawawi rahimahullah “larangan meminta jabatan dan berambisi
untuk mendapatkannya.”
Hadis ini menjelaskan tentang sebuah kedudukan bahwa janganlah
mengejar sebuah kedudukan janganlah meminta sebuah jabatan karna akan
lebih mulia ketika diserahi jabatan tanpa meminta.  Hadis di atas sangat erat
hubungannya dengan kisruh yang terjadi di kabupaten Gowa, terbentuknya
Perda LAD melihat Bupati Gowa menginginkan dikukuhkan sebagai ketua
LAD yang menjalankan peran dan fungsi sombayya.
Setelah Perda dibentuk maka masyarakat kabupaten Gowa langsung
merespon naskah Perda tersebut dengan pro-kontra terhadapt Perda No 5
tahun 2016, polemik ini terjadi sehingga menimbulkan kerusuhan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun
2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah yang ditetapkan di
Sungguminasa pada tanggal 16 september 2016. poin yang dimaksud adalah
Pada Bab I, pasal I, ayat 3 yang menjelaskan jika Bupati Gowa adalah Ketua
Lembaga Adat yang juga berperan menjalankan fungsinya sebagai Somba.
Pandangan masyarakat Kab Gowa yang kontra terhadap Bupati menjalankan
fungsi sombayya karena disisi lain Bupati Gowa terpilih Adnan tidak memiliki
sama sekali garis keturunan Raja” berbicara masalah Lontara” akan tetapi
undang-undang LAD yang di keluarkan ini melihat dari konteks system
demokrasi. Kerusuhanpun meledak pada saat acara Allo Accera kallompoang
(Pencucian Benda Pusaka) yang dimana Adnan selaku Bupati Gowa (ketua
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lembaga adat versi Perda No 5 tahun 2016) dengan Andi Maddusila yang
menganggap dirinya berhak mencuci benda pusaka yang masing-masing ingin
mencuci benda pusaka. sampai sekarang ini menjadi pusat perhatian bagi
kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara.
Pemimpin adalah dijelaskan dalam Q.S Surah Al-Baqarah/2: 30
(khalifah)
                 
              
  
Terjemahnya :
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."
mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui.”13
Hubungan ayat yang dijelaskan di atas ialah mengangkat seorang
khalifah atau pemimpin. Bate salapang yang merealisasikan makna dari arti
ayat di atas bahwa Bate salapang mengangkat raja Gowa pertama selaku
pemimpin di wilayah kerajaan Gowa saat itu.
Melihat kisruh yang terjadi saat ini di Kab Gowa yang melibatkan
antara Pemerintahan dengan Sistem Kerajaan, oleh karna itu dalam Al-qur’an
13 Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 6
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terdapat ayat yang mengenai larangan bercerai-berai antara sesame umat yaitu
Q.S ali-imran/3:103
             
                  
              
Terjemahnya :
“ Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu
ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah
mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-
orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu
Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan
ayat-ayat- Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.14
Dan firman-nya “dan berpegang tegulah kalian semuanya kepada tali
(agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai” ada yang berpendapat
“kepada tali Allah berarti kepada janji Allah sebagaimana yang
difirmankannya pada ayat setelahnya “mereka diliputi kebinaan di mana saja
mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan
tali perjanjian dengan manusia. (QS. Ali Imran: 112) yakni dengan perjanjian
dan perlindungan.15 Hubungan ayat di atas dengan pembahasan melihat kisruh
yang terjadi antara pihak pemerintah dengan kerajaan hingga berimbas pada
masyarakat yang menjaga nilai kebudayaan. Sehingga penjelasan ayat di atas
14 Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 50
15Abdullah Bin Muhammad. Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, “Tafsir Ibnu Katsir
Jilid 2”, (Pustaka Imam Asy-Syafi’i, Jakarta, 2003), h 105
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menjadi pedoman bagi kita agar menghindari konflik yang terjadi. Konflik
yang dimaksud adalah pengukuhan lembaga adat daerah.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian lebih lanjut. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menuangkan
proposal ini dengan judul “hubungan kekuasaan Bate Salapang dan
pemerintah dalam mempertahankan Eksistensi Kerajaan Gowa”.
B. Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat
dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana eksistensi bate salapang dalam mempertahankan kerajaan
Gowa?
2. Bagaimana pola hubungan kekuasaan bate salapang menghadapi
kepentingan antara pemerintah dan kerajaan?
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
 Untuk mengetahui peran Bate salapang dalam mempertahankan
eksistensi kerajaan Gowa
 Untuk mengetahui respon Bate salapang dalam menghadapi
kepentingan antara pemerintah dan kerajaan.
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2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan agar dapat diketahui tentang tindakan dan





A. Tinjauan Karya Terdahulu
Tujuan tinjauan karya terdahulu dalam penyusunan skripsi, agar
penelitian penulis terhindar dari plagiasi dan membedakan temuan-temuan
atau studi kasus dalam pokok pembahasan dengan karya terdahulu.
Berdasarkan dengan judul Skripsi: Bate Salapang dan eksistensi
Kerajaan Gowa (suatu pendekatan antropologi politik). Sehingga ditemukan
beberapa literature yang berkaitan dengan judul karya tulis ilmiah ini adalah:
1. Fatimah. K Dengan Judul: Pudarnya pamor bangsawan dan dinamika
pilkada di kab. Gowa (studi terhadap pencalonan Andi Maddusila Andi
Idjo pada tahun 2010 dan 2015) dinamika pilkada Gowa dan faktor yang
mempengaruhi pudarnya pamor bangsawan di Indonesia karena sudah
tidak banyak wilayah yang masih menempatkan kelompok bangsawan
pada posisi penting khususnya di kabupaten Gowa. Banyaknya keturunan
bangsawan yang bergelut dalam bidang politik terkhusus di kabupaten
Gowa salah satunya adalah Andi Maddusila Andi Idjo , dia merupakan
raja Gowa ke-37. Dikenal sebagai sosok yang paling sering mengikuti
pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika pilkada Gowa
mulai dari Sistem pemerintahan kerajaan Gowa menampakkan ciri sebagai
sistem pemerintahan arsitokrasi dari pada demokrasi. Pada masa kerajaan
Gowa dikenal Sembilan raja memerintah yang dikenal yaitu Bate
Salapang. Akan tetapi sering terjadi perselisihan di kerajaan-kerajaan kecil
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ini. Hingga sampai pada masa transisi pemerintahan dari kerajaan ke
kabupaten. Pada masa itu Andi Idjo tercatat dalam sejarah sebagai Raja
terakhir sekaligus Bupati pertama di kabupaten Gowa. Faktor-faktor yang
mempengaruhi pudarnya pamor bangsawan di kabupaten Gowa pada
pencalonan Andi Maddusila Andi Idjo dipengaruhi oleh faktor
klientalisme, faktor pragmatisme, dan faktor kekuasaan. Selain itu,
besarnya pengaruh politik dinasti keluarga Ichsan Yasin Limpo saat ini
sangat mempengaruhi pencalonan Andi Maddusila Andi Idjo meskipun
berasal dari kalangan bangsawan.16 Skripsi di atas berbeda dengan skripsi
yang penulis teliti, Karena titik fokus yang penulis teliti itu tentang
eksistensi Bate salapang dalam mempertahankan kerajaan Gowa itu
sendiri sehingga  penulis ingin mengetahui bagaimana Bate salapang itu
sendiri menjaga kekuatan kerajaan Gowa.
2. Rahmad Kharisman dengan Judul: peranan lembaga adat dalam
menyelesaikan perkara pidana (studi di desa Huraba kecamatan Siabu
kabupaten Mandailing natal) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) sebagai hukum positif yang telah dikodifikasikan dan merupakan
hukum pidana bangsa Indonesia yang bersifat nasional tidak dapat
memenuhi segala kebutuhan hukum kehidupan masyarakat. masyarakat
Indonesia yang beraneka ragam suku serta kebudayaan, keberagamaan
kebudayaan tersebut tentu menyebabkan adanya perbedaan adat istiadat
16 Fatimah.K,” Pudarnya Pamor Bangsawan Dan Dinamika Pilkada Di Kab. Gowa (Studi
Terhadap Pencalonan Andi Maddusila Andi Idjo Pada Tahun 2010 Dan 2015)” skripsi, Fak.
Ushuluddin Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar 2016.
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mereka termasuk hukum pidana yang mereka anut. Hukum pidana tersebut
sifatnya hanya berlaku untuk mereka sendiri. Suku batak mandailing
sebagai salah satu dari suku tersebut juga mempunyai hukum pidana adat
sendiri yang dipatuhi masyarakat setempat. Dalam hal ini berfokus pada
lembaga adat di desa Huraba kecamatan Siabu kabupaten Mandailing
Natal ,memiliki wewenang dan peran dalam menyelesaikan permasalahan
pidana, karena suku tersebut juga mempunyai hukum pidana adat sendiri
yang dipatuhi masyarakat setempat17 Skripsi di atas berbeda dengan
skripsi yang penulis teliti, Karna titik fokus yang penulis teliti itu tentang
wewenang bate salapang untuk menjaga kesakralan kerajaan gowa yang
selama ini terpelihara yang memiliki aturan tersendiri dan memiliki peran
mempertahankan kerajaan gowa.
3. Ayu Ariskha Mutiya dengan judul; Peranan lembaga adat dalam
melestarikan nilai-nilai piil pesenggiri di desa Gunung Batin Udik
kecamatan Terusan Nunyai kabupaten Lampung Tengah tahun 2015.
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan Lembaga Adat
dalam melestarikan nilai-nilai piil pesenggiri secara khusus
mendeskripsikan peran Lembaga Adat dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya dalam melestarikan adat budaya Lampung. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat
dan tokoh pemuda di Desa Gunung Batin Udik. Teknik pengumpulan data
17 Rahmat, Kharisman. “Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana
(Studi Di Desa Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)” Skripsi, Fak. Hukum,
Universitas Sumatera Utara Medan 2015
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yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi18 Skripsi di
atas berbeda dengan skripsi yang penulis teliti, karna tujuan penelitian
yang penulis lakukan adalah untuk melihat bagaimana peran Bate
salapang dalam mempertahankan eksistensi kerajaan Gowa dengan suatu
pendekatan antropologi politik. Dalam penelitian ini diharapkan agar dapat
diketahui tentang tindakan dan wewenang Bate salapang terhadap masalah
yang terjadi di kabupaten Gowa guna melestarikan kebudayaan kerajaan
Gowa
4. Skripsi; Indah Maulidiyah MSK dengan judul; Kedudukan dan partisipasi
Lembaga Adat dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon
Wayempulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat. Kedudukan
Lembaga Adat Pekon Way Empulau Ulu dalam Pembentukan peraturan
Pekon kedudukan Lembaga Adat masih diakui keberadaannya dengan
syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan
hidup, bukan dipaksa paksakan ada, bahkan bukan dihidup-hidupkan.
Bahkan kedudukan Lembaga Adat di Pekon Way Empulau Ulu yang
terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 dalam Pasal 18 B ayat (2), yaitu: “(2) Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur
dalam undang-undang” merupakan ciri khas dari sebuah Pekon di
18Ayu, Ariskha, Mutiya. “Peran Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Piil
Pesenggiri Di Desa Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah Tahun 2015.
Skripsi. Fak. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung 2016.
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Kabupaten Lampung Barat. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam
satuan pemerintahan di tingkat Pekon Way Empulau Ulu masih hidup
berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak untuk mengatur,
mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang
berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.19 Skripsi
diatas berbeda dengan skripsi yang penulis teliti, karna tujuan penelitian
yang penulis lakukan adalah untuk melihat bagaimana peran bate salapang
dalam mempertahankan eksistensi kerajaan gowa. Dalam penelitian ini
diharapkan agar dapat diketahui tentang tindakan dan wewenang Bate
salapang terhadap masalah yang terjadi di kabupaten Gowa dengan
menggunakan suatu pendekatan antropologi politik
5. Penelitian Agus Jaelani Mursidi dalam Tesis: Keberadaan Lembaga Adat
Dalam Konsep Otonomi Desa Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( Studi tentang Lembaga Adat
“Perdikan” di Desa Wonobodro KecamatanBlado Kabupaten Batang).
Penelitian ini melihat adat kebiasaan yang berkembang di desa
Wonobodro dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pula adanya konsep
otonomi desa dalam kerangka otonomi daerah perlu kiranya Pemerintah
Daerah memberikan pembinaan dan peran sertanya dalam
memberdayakandan melestarikan serta mengembangkan adat istiadat dan
lembaga adat “perdikan” di desa Wonobodro, sehingga prinsip otonomi
19 Indah, Maulidiyah, MSK. “Kedudukan Dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam
Pembentukan Pekon Di Pekon Wayempulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat. Skripsi.
Fak Hukum
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daerah dengan menggunakan prinsip seluas-luasnya dapat memberikan
keleluasaan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua
urusannya termasuk kebijakan-kebijakan daerah untuk memberi
pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat20.
Tesis ini berbeda dengan skripsi yang penulis teliti melihat terbentuknya
LAD membuat ruang gerak bate salapang sudah tidak lagi memiliki
wilayah kekuasaan sehingga hal yang menarik dari penelitian ini
bagaimana melihat bate salapang dan eksistensi kerajaan Gowa melalui
suatu pendekatan antropologi politik.
B. Tinjauan Teoritis Dan Konseptual
1. Kekuasaan
Di antara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan.
Hal ini tidak mengherankan sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu
sosial pada umumnya, dan ilmu politik pada khususnya.21Apabila Negara
dipahami sebagai suatu manifestasi kehendak umum dengan berbagai
kelembagaan seperti pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maka
obyek pembahasan mengenai ilmu politik berikutnya selalu actual yakni
mengenai kekuasaan. Dalam sejumlah kajian para ilmuan politik,
kekuasaan telah ditafsirkan secara beragam khususnya berkaitan dengan
20 Agus Jaelani Mursidi, Keberadaan Lembaga Adat Dalam Konsep Otonomi Desa Sesuai
Dengan Undang-undang Nomor SS32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Studi tentang
Lembaga Adat “Perdikan” di DesaWonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batan) TESIS, Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005
21Miriam Budiarjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
2008). h 59
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khakikat kekuasaan,namun secara umum,kakuasaan dianggap sebagai
kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain
sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku sesuai dengan keinginan
dari pelaku yang mempunyai keinginan. Kekuasaan dapat dimaknai pula
dalam dimensi sosial, khususnya dlama kaitannya dengan relasi sosial
seperti yang dinyatakan oleh sosiolog Talcott parsons, ia menyatakan
sebagai kemampuan pada umunya untuk mencapai sasaran dalam
hubungan sosial, terpisah dari alat yang digunakan atau status “pemberi
wewenang” untuk membuat keputusan atau menentukan kewajiban.22
Seperti apa yang diungkapkan Max Weber: kekuasaan adalah
kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan
sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan
ini.23 Teori yang diungkapkan Max Weber melihat dari konteks yang ada
dimana pemerintah daerah membuat Perda tentang lembaga adat sekalipun
itu menimbulkan konflik antara pihak Lembaga Adat kerajaan bersama
masyarakat kepada pemerintah karena tidak disetujui adanya pembentukan
Perda yang dapat mengikis nilai-nilai kerajaan di kabupaten Gowa.
2. Elite
Kata “elite” digunakan pada abad ketujuh belas untuk
menggambarkan barang-barang dengan kualitas yang sempurna,
penggunaan kata itu kemudian diperluas untuk merujuk kelompok-
22Syarifuddin Jurdi, Seri Ilmu Sosial Politik Profetik, Ilmu Politik Profetik, Historitas,
Kontekstualitas Dan Integrasi Keilmuan Dalam Ilmu Politik. (laboratorium ilmu politik UIN
Alaudin Makassar. 2015). h 35
23 Miriam Budiarjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
2008). h,60.
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kelompok sosial yang unggul, misalnya unit-unit militer kelas satu atau
tingkatan bangsawan yang tinggi. Dalam bahasa inggris penggunaan awal
kata “elite”, menurut ox-ford English Dictionary adalah pada tahun 1823,
ketika kata itu diterapkan untuk kelompok-kelompok sosial. Namun istilah
itu belum digunakan secara luas dalam tulisan-tulisan sosial dan politik
hingga akhir abad kesembilan belas di Eropa, atau hingga tahun 1930-an
di inggris dan amerika, ketika kata itu disebarkan melalui teori-teori
sosiologis tentang elite, terutama dalam tulisan-tulisan Vilfredo Pareto.24
Sejarah adalah makam aristoktasi,” dalam frase yang sangat jelas ini,
pareto merumuskan salah satu gagasan fundamental teori politiknya”
Perputaran Elite”. Namun dalam tulisan-tulisan pokok pareto, analisis
mengenai fenomena ini tidaklah seimpresif gayanya yang glamor. Ada dua
kesulitan mendasar yang bias dikonfrontasi. Yang pertama, apakah
perputaran elite itu mengacu pada proses di mana individu individu
berputar di antara elite dan nonelite, atau mengacu pada proses di mana
elit yang satu digantikan dengan elit yang lainnya? Dua konsep tersebut
ada dalam tulisan Pareto, meskipun yang pertama lebih mendominasi.
Contohnya ketika ia membahas keruntuhan dan pembaharuan aristokrasi,
dia mengamati bahwa “golongan pemerintah” mengalami pembaharuan
tidak hanya dalam hal jumlah, tetapi dan ini yang lebih penting dalam hal
kualiatas, diperbaharui oleh keluarga yang berasal dari kelas rendah.
Macam-macam tipe perputaran elite di bedakan lebih tajam oleh salah
24Bottomore, T.B.” Elite Dan Masyarakat” Terjemahan Dari “Elites And Society,
Penguin Books 1966”, (Jakarta: Akbar Tandjung Institute:2006), h.1.
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seorang murid Pareto, Marie Kolabinska, dalam tulisannya berjudul La
circulation des elites en france yang dikutip dengan persetujuan oleh sang
Guru sendiri. Kolabinska membedakan tiga tipe perputaran. Pertama-tama,
ada perputaran yang terjadi antara kategori-kategori elite yang tengah
berkuasa itu sendiri. Yang kedua, ada perputaran antara elite dan populasi
selain elite, yang dapat terjadi dalam dua bentuk: (1) individu-individu dari
strata bawah berhasil dalam memasuki elite yang ada, atau (2)  individu-
individu dalam strata bawah bisa membentuk kelompok elite baru yang
kemudian terlibat perputaran kekuasaan dengan elite yang ada.25 Teori
yang digunakan penulis tentang perputaran elit oleh Pareto, gambaran teori
Pareto terhadap perputaran elit pada masa kerajaan dimana kaum elit
penguasa jatuh pada keturunan-keturunan seorang Raja membuat
kekuasaan, hingga pada gambaran pemerintaha kabupaten Gowa sekarang
membuat perputaran elit sama apa yang diungkapkan murid Pareto.
3. Monarki
Monarki berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu, dan
archein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis
pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki
atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal
kurun ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun
menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad
ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya
25Bottomore, T.B.” Elite Dan Masyarakat” Terjemahan Dari “Elites And Society,
Penguin Books 1966”, (Jakarta: Akbar Tandjung Institute:2006), h. 57-59.
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empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya
terbatas kepada sistem konstitusi. Perbedaan di antara penguasa monarki
dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi
kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya
memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-
negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuan
Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan
penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman
sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan
kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki
yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.26
Leon Duguit dalam bukunya Traite de Droit Constitutional
membedakan pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik.
Perbedaan antara bentuk pemerintahan “monarki” dan “republik” menurut
Leon Duguit, adalah ada pada kepala negaranya. Jika ditunjuk berdasarkan
hak turun – temurun, maka kita berhadapan dengan Monarki. Kalau kepala
negaranya ditunjuk tidak berdasarkan turun – temurun tetapi dipilih, maka
kita berhadapan dengan Republik. Dalam praktik – praktik ketatanegaraan,
bentuk pemerintahan monarki dan republik dapat dibedakan atas:
a. Monarki absolut
Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang
dikepalai oleh seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan
26 http://Wikipedia.Com, Teori Monarki. Di akses 22 oktober 2016
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dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan wewenang
yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan
eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyatu dalam ucapan dan
perbuatannya. Contoh Perancis semasa Louis XIV dengan
semboyannya yang terkenal L’etat C’est Moi (Negara adalah saya).
b. Monarki konstitusional
Bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang
raja yang kekuasaannya dibatasi undang – undang dasar (konstitusi).27
Teori sebagai pisau analisis yang digunakan untuk menjelaskan
hubungan antara teori dengan pembahasan. Pada pembahasan teori
konstitusional menjelaskan pada masa kerajaan Gowa dimana
wewenang dan hak-hak raja dibatasi oleh Bate salapang selaku Dewan
Hadat yang mengatur jalannya pemerintahan dan berhak menurunkan
raja dari kedudukannya sebagai raja.
27 Artikel terkait “Bentuk - Bentuk Pemerintahan Klasik”, diposkan oleh Hasan




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian didefinisikan oleh banyak penulisan sebagai suatu proses
yang sistematika. McMillan dan Schumacher mendefinisikan penelitian
sebagai suatu proses sistematika pengumpulan dan penganalisisan informasi
(data) untuk berbagai tujuan. Sementara Kerlinger mendefinisikan penelitian
ilmiah sebagai penyelidikan sistematika, terkontrol, empiris, dan kritis
tetntang fenomena social yang dibimbing oleh teori dan hipotesis tentang
dugaan yang berhubungan dengan fenomemena tersebut, penelitian
menggunakan metode ilmiah, penyelidikan pengetahuan melalui metode
pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Lima langkah yang sesuai
dengan metode ilmiah dan melengkapi elemen-elemen umum pendekatan
sistematika pada penelitian adalah:






Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu
suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek
28Emzir. Edisi Revisi “Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif”,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada2010), h 5-6.
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yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.29Dari
definisi tersebut dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif dengan
pola deskriptif yang dilakukan, Deskriptif bertujuan untuk
menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau
berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi
objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai
suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi,
situasi atau fenomena tertentu.30
Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk
mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan
atau sekelompok orang di anggap berasal dari masalah-masalah sosial atau
kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya – upaya
penting, seperti mengajukan pertanyaan – pertanyaan dan prosedur –
prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan,
menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke
tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk
penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun
yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang
penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan
29Sugiyono. “Memahami Penelitian kuantitatif Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: CV.
Alfaveta, 2008), h.11.
30Burhan Bungin. “Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public Dan Ilmu Sosial”, (Jakarta;
Kencana Pranada Media Group, 2007), h. 68.
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menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.31 Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan antropologi politik.
2. Lokasi penelitian
Adapun lokasi objek penelitian ini dilakukan di kecamatan Somba
opu, kabupaten Gowa. Penulis melakukan penelitian di daerah tersebut
karena ingin mengetahui Bagaimana Bate Salapang dan eksistensi
kerajaan Gowa (suatu pendekatan antropologi politik).
B. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karna tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data.32dalam pengumpulan data, penulis akan mengguanakan metode field
research.
Field Research yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan
penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah di tentukan.
Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini melalui tiga
cara yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.
1. Observasi
Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan
panca indra mata sebagai alat bantu utamanya, selain panca indra lainnya.
Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan
31John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed
(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h.4
3232Sugiyono. “Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: CV.
Alfaveta, 2008), h.224
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pengamatannya melalui hasil kerja panca indra serta dibnatu dengan panca
indra lainnya. Jadi observasi adalah metode pengumpulan data penelitian
melalui pengamatan dan pengindraan.33 Penulis langsung turun
kelapangan secara langsung di kec. Somba opu, kab. Gowa mengamati
yang hendak akan diteliti. Peneliti mengamati tentang salah satu dari
beberapa peninggalan bersejarah kerajaan Gowa yaitu museum Balla
lompoa. Museum Balla lompoa ialah rumah adat yang bersejarah. Di
dalamnya terdapat benda-benda pusaka yang bersejarah peninggal
kerajaan Gowa. salah satu yang terdapat di dalam ruangan ialah bendera
atau panji tiap-tiap Bate salapang. kemudian pengunjung berdatangan dari
berbagai daerah
2. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan
daftar pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan
jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Teknik wawancara yang
digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu wawncara mendalam.
Wawncara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh
keterangan umtuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambal
bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau informan
yang akan diwawancarai.34
33 Burhan Bungin. “Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public Dan Ilmu Sosial”, (Jakarta;
Kencana Pranada Media Group, 2007), h. 118
34Syamsuddin. Dkk, “Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal”, (Ponorogo: Cv.
Wabe Group, 2015), H 57-58
29
Ada beberapa jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan
tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur di
mana penelitian ini mengguanakan pedoman wawancara.
Penentuan sampel dalam penelitian ini mengguanakan teknik
Snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang
pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini
dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum
mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lainlagi
yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah
sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang
menggiling, lama-lama menjadi besar.35
3. Dokumentasi
Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, sketsa dan lain-lain. Studi
dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan
wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan
wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh foto-
foto atau karya tulis akademik yang telah ada.36 Beberapa dokumen
penting yang di dapat:
1. Lembaran daerah kabupaten Gowa tahun 2016 nomor 05
2. Lembaran akta notaris kabupaten Gowa tentang “Dewan Hadat Bate
Salapang Gowa”
35Sugiyono. “Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: CV.
Alfaveta, 2008), h.219
36Sugiyono. “Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D” (Bandung: CV.




Sumber Data Primer yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung
dengan mengadakan wawancara terhadap beberapa informan, yang terdiri
dari beberapa orang/ unsur terkait meliputi;
a. Bate salapang versi Andi Kumala Idjo (3 orang)
 Abd Razak Tate Dg Jarung “Bate salapang Gallarrang Tombolo”
 Djamaluddin Aziz Paramma Dg Jaga “Bate salapang Gallarrang
Mangasa
 Hasan Abdullah “Bate salapang Gallarrang Saumata”
b. Bate salapang versi Andi Maddusila (2 orang)
 Sampara Dg Sikki “Bate salapang Gallarrang Saumata”
 I Nurdin Dg Beta “Bate salapang Gallarrang Tombolo
c. Andi Jufri Tenribali selaku Staf ahli museum Balla Lompoa
d. Natsir Arif selaku Humas DPRD
e. Sophian Hamdi selaku Kepala Dinas pariwisata dan kebudayaan
2. Data sekunder
Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung
melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh
lembaga yang bukan merupakan pengelola, tetapi dapat dimanfaatkan
dalam suatu penelitian tertentu.37 Data sekunder dalam penelitian ini di
dapat dari situs-situs institusi yang dapat dijadikan suatu referensi
37 Rosady Ruslan. “Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi”, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2010), h. 138
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berdasarkan kajian penelitian ini, dan juga dari referensi buku, karya ilmiah
dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian.
D. Instrument penelitian
Dalam penelitian ini instrument penelitian adalah peneliti sendiri,
manusia sebagai human instrument, berfungsi untuk menetapkan fokus
penelitian, memilih informan  sebagai sumber data,  melakukan pengumpulan
data, menilai kualitas data,  analisis data, menafsirkan data dan membuat
kesimpulan atas temuannya.38 Selain itu alat yang digunakan seperti
handphone sebagai alat perekan dan kamera.
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisa data deskriptif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan
maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. 39 Data di kelompokkan agar lebih
mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak
Setelah di kelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks
agar lebih di mengerti. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan,
langkah-langkah yang di lakukan adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan
dokumentasi.
2. Reduksi Data Mereduksi data berarti merangkum, memilih hak-hak pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta
38Sugiono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D”, (Bandung: CV. Alfabeta,
2008) hal 222.
39 Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif (Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset
2008), hal 144.
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membuang yang tidak perlu. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya
cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan terperinci40.
3. Penyajian dataSetalah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data, melalui penyajian data maka data dapat
diorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga obyek yang akan
lebih  mudah dipahami.41.
4. Verifikasi atau Pengambilan Keputusan Merupakan analisa lanjutan dari
reduksi data dan penyajian data sehingga disimpulkan dan peneliti masih
berpeluang menerima masukan 42 kesimpulan ini masih bersifat sementara
dan akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat pada penelitian yang
selanjutnya, langkah ini akan ditempuh calon peneliti untuk menjawab
fokus penelitian dalam skripsi ini
40Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D (Bandung: CV. Alfabeta,2008)
hal 247
41 Sugiono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D”, h. 249.
42 Sugiono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D”, h. 345.
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F. Kerangka konseptual
Kerangka konseptual dan alur pemikiran penelitian
Bagan hasil penelitian
pengaruh










1. Tidak memiliki wilayah
kekuasaan




PETA POLITIK KERAJAAN GOWA
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kabupaten Gowa
Kabupaten Gowa berada pada 119.3773. Bujur Barat dan
120.0317. Bujur Timur, 5.0829342862. Lintang Utara dan 5.577305437.
Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Selawesi
Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan dengan
Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan
dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan
berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian
Baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar.43
Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan
dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi
atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.
Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu
sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran
tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi,
Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas
Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40
derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong,
Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai
43 Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka 2016, h.3.
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yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran
yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan
panjang 90 km.44
Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di
wilaya teritorial  Republik Indonesia  selama 6 bulan  atau lebih  dan atau
mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan  tetapi bertujuan menetap.45
Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan
aspek utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Oleh
karena itu data penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan
pembangunan. Dilihat dari persebaran penduduk di Kabupaten Gowa,
Kecamatan Somba Opu merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk
tertinggi, yaitu sebesar 136.995 jiwa dan Kecamatan Parigi adalah
kecamatan dengan jumlah penduduk terendah terendah, yaitu hanya sebesar
13.764 jiwa.
Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk
menghitung besarnya semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat,
seperti perumahan, sandang, pangan, pendidikan dan sarana penunjang
lainnya. Berdasarkan hasil registrasi penduduk, Jumlah penduduk
Kabupaten Gowa dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun
2012 mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan peduduk
sekitar 2,4%. Total jumlah penduduk tersebut di tahun 2007 sebesar
594.423 jiwa dan meningkat terus di tahun 2012 menjadi 670.465 jiwa.
44 Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka 2016, h.3.
45 Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, h.44.
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Peningkatan jumlah penduduk yang paling signifikan terjadi di Kecamatan
Somba Opu yaitu sebesar 96.070 jiwa di tahun 2007 dan terus meningkat
hingga tahun 2012 mencapai 133.784 jiwa. Hal ini terjadi karena pesatnya
pembangunan perumahan di Kecamatan Somba Opu.46
2. Lokasi penelitian
Adapun yang dijadikan lokasi penelitian oleh penulis adalah
Kecamatan Somba opu. Kecamatan Somba Opu merupakan daerah dataran
yang berbatasan Sebelah Utara Kota Makassar. Sebelah Selatan
Kecamatan Pallangga. Sebelah Barat Kecamatan Pallangga dan Kota
Makassar sedangkan di Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan
Bontomarannu. Dengan jumlah Kelurahan sebanyak 14 (empat belas)
kelurahan dan dibentuk berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2005. Luas
wilayah 28.09 km2 atau 2.809 Ha (1,49 % dari luas wilayah kabupaten
Gowa) dengan ketinggian daerah/altitude berada 25 meter di atas
permukaan laut. Sebagian besar wilayah terletak pada dataran rendah
dengan koordinat Geografis berada pada 5 derajat 12’5″ LS dan 119
derajat 27’15” BT. Batas alam dengan kecamatan Pallangga adalah Sungai
Jeneberang yaitu sungai dengan panjang 90 km dan luas Daerah Aliran
Sungai 881 km.
46 Profil Kabupaten Gowa.
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Tabel 4.1
Kecamatan Somba Opu secara administratif terbagi kedalam 14 kelurahan
















Ibukota Kecamatan Somba Opu adalah Kelurahan Sungguminasa
Jumlah penduduk Kecamatan Somba Opu sebesar 157.448 jiwa yang
terdiri dari laki-laki sebesar 78.405 jiwa dan perempuan sebesar 79.043
jiwa. Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Somba Opu
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seperti sarana pendidikan antara lain Taman Kanak-Kanak sebanyak 64
buah, Kelompok Belajar sebanyak 28 buah, Tempat Penitipan Anak
sebanyak 3 buah, SPAS sebanyak 14 buah, Sekolah Dasar Negeri
sebanyak 14 buah, Sekolah Dasar Inpres sebanyak 28 buah, Sekolah dasar
Swasta sebanyak 7 buah, SDLB sebanyak 1 buah, Sekolah Lanjutan
Pertama Negeri sebanyak 4 buah, Sekolah Lanjutan Pertama Swasta
sebanyak 12 buah, Sekolah Menengah Umum Negeri sebanyak 3 buah,
Sekolah Menengah Umum Swasta sebanyak 10 buah, Sekolah Menegah
Kejuruan Negeri sebanyak 2 buah, Sekolah Kejuruan Swasta sebanyak 6
buah, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 2 buah, Madrasah Tsanawiyah
sebanyak 6 buah, Madrasah Aliyah sebanyak 5 buah, Universitas 2
Buah.47 Disamping itu terdapat beberapa sarana kesehatan, seperti Rumah
Sakit 1 buah, Puskesmas 2 buah, Rumah Bersalin 6 buah, Poliklinik 6
buah, Pustu 3 buah, Praktek Dokter 18, Posyandu 65 buah dan Apotik 35
Buah. Ada juga tempat ibadah Masjid 142 Buah, Surau/Mushola 22 Buah,
Gereja 4 Buah, dan pasar.48
3. Masa kerajaan
Pada tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas persetujuan
kelompok kaum yang disebut Kasuwiyang-Kasuwiyang dan merupakan
kerajaan kecil yang terdiri dari 9 Kasuwiyang yaitu Kasuwiyang Tombolo,
Lakiyung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je’ne, Bisei, Kalling, dan
47Badan Pusat Statistik Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Somba Opu Dalam Angka
2016, h.1
48 Badan Pusat Statistik Kecamatan Somba Opu, h.2
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Sero. Pada masa sebagai kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat
dibanggakan dan mengandung citra nasional antara lain Masa
Pemerintahan I Daeng Matanre Karaeng Imannuntungi Karaeng
Tumapa’risi Kallonna berhasil memperluas Kerajaan Gowa melalui perang
dengan menaklukkan Garassi, Kalling, Parigi, Siang (Pangkaje’ne),
Sidenreng, Lempangang, Mandalle dan lain-lain kerajaan kecil, sehingga
Kerajaan Gowa meliputi hampir seluruh dataran Sulawesi Selatan. Di
masa kepemimpinan Karaeng Tumapa’risi Kallonna tersebutlah nama
Daeng Pamatte selaku Tumailalang yang merangkap sebagai Syahbandar,
telah berhasil menciptakan aksara Makassar yang terdiri dari 18 huruf
yang disebut Lontara Turiolo. Pada tahun 1051 H atau tahun 1605 M,
Dato Ribandang menyebarkan Agama Islam di Kerajaan Gowa dan
tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1051 H atau 20 September
1605 M, Raja I Mangerangi Daeng Manrabia menyatakan masuk agama
Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Ini kemudian diikuti oleh Raja
Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka dengan gelar
Sultan Awwalul Islam dan beliaulah yang mempermaklumkan shalat
Jum’at untuk pertama kalinya. Raja I Mallombasi Daeng Mattawang
Karaeng Bontomangape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Raja Gowa
ke XVI dengan gelar Ayam Jantan dari Timur, memproklamirkan
Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim yang memiliki armada perang
yang tangguh dan kerajaan terkuat di Kawasan Indonesia Timur. Pada
tahun 1653 – 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap menjadi garis
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kebijaksanaan Gowa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal ini
mendapat tantangan dari VOC yang menimbulkan konflik dan perseteruan
yang mencapai puncaknya saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi
Belanda di Buton. Akibat peperangan yang terus menerus antara Kerajaan
Gowa dengan VOC mengakibatkan jatuhnya kerugian dari kedua belah
pihak, oleh Sultan Hasanuddin melalui pertimbangan kearifan dan
kemanusiaan guna menghindari banyaknya kerugian dan pengorbanan
rakyat, maka dengan hati yang berat menerima permintaan damai VOC.
Pada tanggal 18 November 1667 dibuat perjanjian yang dikenal dengan
Perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya). Perjanjian tidak berjalan
langgeng karena pada tanggal 9 Maret 1668, pihak Kerajaan Gowa merasa
dirugikan. Raja Gowa kembali dengan heroiknya mengangkat senjata
melawan Belanda yang berakhir dengan jatuhnya Benteng Somba Opu
secara terhormat. Peristiwa ini mengakar erat dalam kenangan setiap
patriot Indonesia yang berjuang gigih membela tanah airnya. Sultan
Hasanuddin bersumpah tidak sudi bekerja sama dengan Belanda dan pada
tanggal 1 Juni 1669 meletakkan jabatan sebagai Raja Gowa ke XVI setelah
hampir 16 tahun melawan penjajah. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670
Sultan Hasanuddin mangkat dalam usia 36 tahun. Berkat perjuangan dan
jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara, maka dengan Surat Keputusan
Presiden RI Nomor 087/TK/Tahun 1973 tanggal 16 Nopember 1973,
Sultan Hasanuddin dianugerahi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional.49
49www.kemendagri.go.id
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Dalam sejarah berdirinya Kerajaan Gowa, mulai dari Raja
Tumanurung Bainea sampai dengan setelah era Raja Sultan
Hasanuddin telah mengalami 36 kali pergantian Somba (raja) sebagaimana
terlihat pada tabel berikut
Table 4.2
Nama raja-raja yang pernah memerintah di Gowa
Tahun 1320 – sekarang.
No. Nama Raja Periode




3. I Puang Loe Lembang
1345 –
1370
4. I Tuniata Banri
1370 –
1395






7. Batara Gowa Tuniawangngang Ri Paralakkenna 1445 –
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1460
8. IPakere Tau Tunijallo Ri Passukki 1460

















I Tepu Karaeng Daeng Parabbung Karaeng Bontolangkasa









I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung Sultan




I Mallombasi Dg Mattawang Muhammad Basir Karaeng






I Mappasomba Daeng Nguraga Karaeng Lakiung Sultan




I Mappaossong Daeng Mangewai Karaeng Bisei Sultan




I Mappadulung Daeng Mattimung Karaeng Sanro Bone




La Pareppa Tu Sappewalia Karaeng Ana’ Moncong Sultan














I Mappau’rangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin




I Mallawagau Karaeng Lempangang Sultan Abdul Khair Al








26. Amas Madina ‘Batara Gowa II Sultan Usman (diasingkan ke 1753 –
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Sailon oleh Belanda) 1767
27.
I Mallisu Jawa Daeng Riboko Karaeng Tompobalang Sultan




I Temmasongeng / I Makkaraeng Karaeng Katangka Sultan




I Mannawarri / I Sumaele Karaeng Bontolangkasa Karaeng




I Mappatunru / I Manginyarang Karaeng Lembangparang




La Oddangriu Daeng Mangeppe Karaeng Katangka Sultan





I Kumala Daeng Parani Karaeng Lembangparang Sultan




I Mallingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan




I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultan
Muhammad Husain Tumenanga Ri Bundu’na.
1895 –
1906
35. I Mangngi-mangngi Daeng Mattutu Karaeng Bontonompo 1936 –
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Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Karaeng Ilanga
Tumenaga Ri Sungguminasa.
1946
36. Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan
Muhammad Abdul Kadir Aiduddin Tumenanga Ri Jongaya.
1946 –
1960
4. Profil Andi Idjo Karaeng Lalolang (Raja Gowa 36)
Pada tahun 1946, Raja Gowa I Mangngi-Mangngi Daeng Mattutu
wafat di sungguminasa sehingga beliau mendapat gelar “Tumenanga Ri
Sungguminasa”. Beliau di gantikan oleh putranya, Andi Idjo Daeng
Mattawang Karaeng Laloang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin
yang tadinya menjabat sebagai Tumailalang Lolo pada masa pemerintahan
ayahnya dilantik pada tanggal 25 april 1947. Pengangkatannya disahkan
dengan surat keputusan pemerintahan Hindia-Belanda tanggal 5 september
1946. Pada masa pemerintahan Andi Idjo ini, dia telah mengangkat 5
orang pembantunya yakni;
1. Andi Baso Daeng Bani Karaeng Bontolangkasa (Tadinya Tumailalang
Toa) Sebagai Pabbicara Butta (Mangkabumi/Perdana Mentri).
2. Andi Manrurungi Daeng Muang Karaeng Sumanna Sebagai
Tumailalang Toa (Penasihat Hukum).
3. Andi Mappagiling Daeng Ngeppe Karaeng Sapanang Sebagai
Tumailalang Lolo (Penasihat Hukum Kerajaan).
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4. Hamzah Daeng Tompo Gallarrang Borongloe Sebagai Paccallaya
(Ketua Dewan Legislative).
5. Andi Laondariu Karaeng Bontonompo Sebagai Tukkajangnanga
(Panglima Perang).
Dalam pertengahan tahun 1950 yaitu setelah beberapa bulan
lamanya Republic Indonesia Serikat (RIS) hampir seluruh tanah air timbul
pergolakan politik yang sangat hebat un tuk membubarkan RIS dan
menggantikan dengan negara kesatuan republic Indonesia sesuai dengan
proklamasi 17 agustus 1945. Raja Gowa pada waktu itu, Andi Idjo
Karaeng Laloang kembali menjalankan tugasnya di Gowa. keadaan Gowa
pada waktu itu tidak begitu kacau seperti di daerah lain di Sulawesi
selatan. Waktu itu hanya negara bagian yang tadinya bergabung dengan
NIT akhirnya bergbung kedalam negara republic Indonesia yang waktu itu
berpusat di Yogyakarta.50
Pada abad ke-20, kesultanan Gowa telah mengalami pasang surut
dalam perkembangan sejak Raja Gowa ke-1 Tumanurung, hingga
mencapai puncak keemasannya pada abad ke17, hingga kemudian
mengalami masa penjajahan di bawah kekuasaan belanda. Pada saat itu,
system pemerintahan mengalami transisi pada masa Raja Gowa ke-36,
Andi idjo Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aidudin,
menyakatan kesultanan Gowa bergabung menjadi bagian Republik
50 Zainuddin Tika. “Profil Raja-Raja Gowa”, (Perusahaan Gowa “Karya” Gowa,
Sungguminasa Gowa). h 80-82
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Indonesia yang merdeka dan bersatu, dan berubah bentuk dari kerajaan
menjadi daerah tingkat II Kabupaten Gowa. Sehingga dengan perubahan
tersebut, Andi Idjo pun tercatat dalam sejarah sebagai Raja Gowa Terakhir
dan sekaligus Bupati Kabupaten Gowa pertama.
Setelah sesi kekuasaan Raja berakhir maka lembaga ini “Dewan
Hadat Bate Salapang” masih dilibatkan sebagai lembaga adat, tidak lagi
berbicara masalah kerajaan karna sudah dalam system demokrasi, akan
tetapi Bate Salapang ini masih berperan namun perannya tidak lagi sama
seperti pada masa kerajaan, bate salapang pada saat ini masih bisa dimintai
pertimbangan baik dari aspek sosial politik maupun dari aspek sosial
budaya.
Memasuki sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu
sendiri dimana pemilihan dalam memilih pemimpin dilakukan melalui
rakyat, sehingga hal ini mempengaruhi kehidupan politik khususnya di
kabupaten Gowa yang dulunya daerah ini harusnya dipimpin oleh
keturunan raja akan tetapi saat ini masyarakat sudah menganggap Raja
hanya berupa lambang pemersatu yang “tak berbuat salah”. Melalui
pemilihan umum dengan aneka sistem mobilisasi atau partisipasi rakyat
kepada partai-partai politik. Sasaranya adalah terbentuknya pemerintahan
yang didukung oleh mayoritas pemilih, sehingga disebut Pemerintahan
demokrasi.
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Tokoh-tokoh politik dan masyarakat waktu itu tidak puas atas
masuknya Gowa ke dalam makassar, karena adanya tuntutan itu, maka
pemerintah pusat dengan undang-undang darurat nomor 2 tahun 1957
yang memecah kabupaten makassar dalam 3 daerah otonomi yaitu;
a. Daerah Gowa Meliputi Swapraja Gowa.
b. Daerah Jeneponto Dan Takalar
c. Daerah Makassar Meliputi Maros, Pangkajene Dan Makassar51
5. Masa kemerdekaan
Pada tahun 1950 berdasarkan undang-undang Nomor 44 Tahun
1950 Daerah Gowa terbentuk sebagai daerah Swapraja dari 30 daerah
Swapraja lainnya dalam pembentukan 13 daerah Indonesia Bagian Timur.
Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan system
pemerintahan negara. Pada tanggal 17 januari 1957 ditetapkan berdirinya
kembali Daerah Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II. Selanjutnya dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun1957 tentang pemerintah daerah utnuk
seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 januari 1957 telah di bentuk daerah-
daerah kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1957
sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 mencabut
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1957 dan menegaskan Gowa seabagai
Daerah Tingkat II yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk
51 Zainuddin Tika. “Profil Raja-Raja Gowa”, (Perusahaan Gowa “Karya” Gowa,
Sungguminasa Gowa). h 82
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operasionalnya dikeluarkannya surat keputusan Menteri dalam Negeri
Nomor U.P/7/2/24 Pada tanggal 6 februari 1957 mengangkat Andi Idjo
Karaeng Laloang sebagai kepala daerah yang memimpin 12 daerah
bawahan distrik yang dibagi dalam 4 lingkungan kerja pemerintahan yang
disebut coordinator masing-masing;
a. Kordinator Gowa Utara, Meliputi Distrik Mangasa, Tombolo,
Pattallassang, Borongloe, Manuju Dan Borisallo. Kordinatornya
Berkedudukan Di Sungguminasa.
b. Kordinator Gowa Timur, Meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino Kota
Dan Tombolopao. Kordinatornya Berkedudukan Di Malino.
c. Kordinator Gowa Selatan, Meliputi Distrik Limbung Dan
Bontonompo. Kordinatornya Berkedudukan Di Limbung.
d. Kordinator Gowa Tenggara, Meliputi Distrik Malakaji. Kordinatornya
Berkedudukan Di Malakaji.
Pada tahun 1960 berdasarkan kebijakan pemerintah pusat di
seluruh wilayah republic Indonesia diadakan reorganisasi distrik menjadi
kecamatan. Untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri dari 12
distrik diubah menjadi 8 kecamatan masing-masing
a. Kecamatan Tamalate Dari Distrik Mangasa Dan Tombolo
b. Kecamatan Panakkukang Dari Distrik Pattallassang
c. Kecamatan Bajeng Dari Distrik Limbung
d. Kecamatan Pallangga Dari Distrik Limbung
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e. Kecamatan Bontonompo Dari Distrik Bontonompo
f. Kecamatan Tinggimoncong Dari Distrik Parigi Dan Tombolopao
g. Kecamatan Tompobulu Dari Distrik Malakaji
h. Kecamatan Bontomarannu Dari Distrik Borongloe, Manuju Dan
Borisallo
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1971 tentang
perluasan kotamadya ujung pandang sebagai ibukota provinsi, Pemerintah
Kabupaten Gowa menyerahkan 2 kecamatan yang ada di wilayahnya,
yaitu kecamatan panakkukang dan sebagai kecamatan tamalate dan desa
barombong kecamatan pallangga (seluruhnya 10 desa) kepada pemerintah
kotamadya ujung pandang.52 Terjadinya penyerahan sebagai wilayah
tersebut, mengakibatkan makna samarnya jejak Kerajaan Gowa dimasa
lampau, terutama yang berkaitan dengan aspek kelautan pada daerah
Barombong dan sekitarnya. Hal ini mengingat, Gowa pernah menjadi
suatu Kerajaan yang Maritim yang pernah jaya di Indonesia bagian timur,
bahkan sampe ke Asia Tenggara. Dilaksanakannya Undang-Undang
Nomor 51 tahun 1971, maka praktis wilayah kabupaten Gowa mengalami
perubahan yang sebelumnya terdiri dari 8 kecamatan dengan 56 desa
menjadi 7 kecamatan dengan 46 desa. Sebagai akibat dari perubahan itu
pula, maka pemerintah daerah kabupaten Gowa berupaya untuk
menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang didukung oleh Gubernur
Sulawesi selatan dengan membentuk dua buah kecamatan yaitu kecamatan
52 Azwar. Wijaya. Syam, “Perilaku Tidak Memilih Komunitas An Nadzir Pada Pemilihan
Umum Presiden 2009”. “Skripsi”. Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik 2013. h 32-34
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Somba opu dengan kecamatan Parangloe. Guna memperlancar
pelaksanaan pemerintah dan pembangunan masyarakat kecamatan
tompobulu, maka berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Wilayah
Propinsi Sulawesi Selatan No.574/XI/1975 dibentuklah kecamatan
Bungaya hasil pemekaran Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan PP No. 34
Tahun 1984, kecamatan Bungaya didefenitifkan sehingga jumlah
kecamatan di Kabupaten Gowa menjadi 9 (Sembilan). Pada tahun 2006,
jumlah kecamatan di kabupaten Gowa telah menjadi 18 kecamatan akibat
adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan
definitive pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan.
Sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai dari
zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah
pemeerintahan kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang
sangat pesat. Sebagai daerah agraris yang berbatasan loangsung dengan
kota Makassar ibu kota propinsi Sulawesi selatan mejadikan kabupaten
Gowa sebagai daerah pengembangan perumahan dan pemukiman selain
Kota Makassar. Kondisi ini secara gradual menjadikan daerah kabupaten
Gowa yang dulunya sebagai daerah agraris sentra pengembangan
pertanian dan tanaman pangan yang sangat potensial, juga menjadi sentra
pelayanan jasa dan perekonimian.53
53 Azwar. Wijaya. Syam, “Perilaku Tidak Memilih Komunitas An Nadzir Pada Pemilihan
Umum Presiden 2009”. “Skripsi”. Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik 2013. h 35-36.
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6. Sejarah Bate Salapang
Sebelum Kerajaan Gowa lahir, antara sungai Maros dan sungai
Je’ne Berang terdapat belasan kerajaan kecil yang disebut “Bate”
sembilang diantaranya membentuk federasi yang kemudian dikenal
dengan nama Kerajaan Gowa. Selanjutnya kesembilan anggota federasi
inilah yang dikenal dengan nama “Bate Salapang. Secara harfiah, Bate
Salapang berarti “panji sembilan”, tetapi secara maknawi Bate salapang
berarti “Dewan Hadat”, suatu dewan rakyat (parlemen) yang bertugas
mengangkat dan memberhentikan Raja, serta menetapkan hukum-hukum
dasar pemerintahan dan hukum adat yang. Dalam kedudukannya sebagai
Dewan Hadat, Bate salapang tetap berperan sebagai kepala pemerintahan
berotonomi penuh di wilayah asal maing-masing.54
Sama seperti apa yang di jelaskan oleh Andi Jufri Tenribali, yang
menjelaskan bahwa
“Sembilan Negeri” adalah Lembaga Adat atau Dewan Hadat yang
kemudian disebut Kasuwiyang Salapang. Jadi pemimpin-pemimpin negeri
ini yang mendukung kekuasaan kerajaan Gowa, kemudian berubah
sebutannya menjadi Bate Salapang. “Bate” artinya: Bendera/Panji,
sedangkan “Salapang” artinya: Sembilan. Dewan hadat ini pemimping
masing-masing yang memerintah di negerinya dan juga berfungsi sebagai
Legislatif. Jadi dewan hadat Bate Salapang ini berhak Memilih, Melantik,
Dan Menurunkan Raja termasuk mengurusi masalah peradilan dan
pertahanan keamanan55.
Dalam pembahasan mengenai History Bate Salapang, Andi Jufri
Tenribali menjelaskan, sebelum Gowa terbentuk ada beberapa negeri yang
merupakan negeri inti yang punya kekuasaan pemerintahan sendiri, namun
54 Djamaluddin Aziz Paramma.” Syekh Yusuf Al Makassary” (Makassar: Nala Cipta
Lierra, 2007) h 6-7.
55Andi Jufri Tenribali, Staf Ahli Kerajaan, “Wawancara”, Sungguminasa, 8 April 2017
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dalam perkembangannya terkadang terjadi benturan dikalangan mereka
seperti peperangan sehingga terjadi kondisi tidak normal. Namun dalam
perkembangan berikutnya, mereka rujuk dalam pertimbangan demi untuk
mendapatkan situasi kondisi dari berbagai aspek sisoal, maka
diputuskanlah untuk mencari sosok pemimpin yang bias diterima dan
mampu mempersatukan dengan pertimbangan bukan dari kalangan
mereka, olehnya itu mereka memohon doa. Suatu ketika hadirlah sosok
manusia jenis kelamin perempuan dianggap berasal dari dunia atas
(kayangan) karna siapa dan darimana tidak diketahui sehingga disebut
karaeng Tumanurung, Baine atau sosok perempuan yang muncul dari atas
dan turun disuatu tempat gubuk hitam Kalegoa persis diatas sebuah batu
disebut “Takabassia” yang kemudian disebut Tamalate. Maka semua
pemimpin negeri bersatu dan sepakat menetapkan Karaeng Tumanurung
Bainea sebagai pemimpin utama yang diharapkan mempersatukan mereka,
diangkatlah dan dinobatkan sebagai Raja yang bergelar Karaeng
“Sombaya Ri Gowa”. Dalam perkembangannya, negeri tadi di perkecil
jumlahnya menjadi Sembilan negeri yang di ketuai salah asatu dari mereka
menduduki atau sebagai Paccallayya (penasehat).
Tumanurung adalah hasil dari upaya dari “Turu’ Talluwa”
(Mangasa, Tombol dan Saumata) yang bekerja dibawah tanah
mempersiapkan “manggau”, yaitu kepala pemerintah Kerajaan Gowa yang
digelar “Somba”, akibat tidak adanya salah seorang di antara anggota
federasi yang sudi menjadi manggau’. Pengertian laindari tumanurung
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ialah orang yang turun dari kayangan (pengertian awam) yang sengaja
diisukan agar masyarakatnya dapat menerima secara sukarela karna
dianggap sebagai orang suci.56
Sebelum menjalankan roda pemerintahan, Ratu Tumanurung dan
rakyat Gowa yang diwakili kasuwiyang salapanga melakukan dialog yang




Artinya, kami mengangkat engkau menjadi Raja kami, engkau adalah Raja





Artinya, Bertitahlah engkau dan kami akan tunduk dan patuh, kalua kami
menjunjung, maka kami tidak memikul, kalua kami tidak memikul maka
kami tidak menjunjung. Maksudnya segala titah Raja kamu junjung tinggi,
56Djamaluddin Aziz Paramma.” Syekh Yusuf Al Makassary”. Oktober, 2007, Nala Cipta
Lierra. h 13.
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akan tetapi jika perintah tuanku tidak adil maka perintah itu tidak
dilaksanakan oleh kasuwiyang salapang.57
B. Eksistensi Bate Salapang Dalam Mempertahankan Kerajaan Gowa Di
Kabupaten Gowa
Sebelum kerajaan Gowa lahir ada beberapa kerajaan kecil yang
memerintah di wilayahnya sendiri kemudian disebut Kasuwiyang Salapang.
Jadi pemimpin-pemimpin negeri ini yang mendukung kekuasaan kerajaan
Gowa, seiring berjalannya waktu kemudian berubah sebutannya menjadi Bate
Salapang. eksistensi Bate salapang di masa kerajaan sangat berperan penting
karena Bate salapang selaku Dewan Hadat suatu dewan rakyat (parlemen)
yang menetapkan hukum-hukum dasar pemerintah dan hukum adat. Bate
salapang bersama paccallayya yang sebelumnya memiliki wewenang dalam
system pemerintahan kerajaan Gowa yaitu berhak mengangkat, memilih, dan
menurunkan seorang Raja dari kedudunya sebagai raja apabila tidak sesuai
dengan jalannya pemerintahan kerajaan. Namun seiring berjalannya waktu
perannyapun sudah mulai tergeser pada saat peralihan system monarki ke
presidensial yang menganut system demokrasi.
Sejarah keberadaan pemerintah Kabupaten Gowa sejak tahun 1957
sampai sekarang telah mengalami 13 kali pergantian Bupati. Dan umtuk lebih
jelasnya padat dilihat pada table berikut:
Tabel 4.3
57 Zainuddin Tika. “Profil Raja-Raja Gowa”, (Perusahaan Gowa “Karya” Gowa,
Sungguminasa Gowa). h 6.
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Nama – Nama Bupati Kepala Daerah Kab. Gowa Dari Tahun 1957 – Sekarang














Andi Idjo Karaeng Lalolang
Andi Tau
H. M. Yasin Limpo
Andi Bachtiar
K. S. Mas’ud
H. Muhammad Arif Sirajuddin
H. A. Kadir Dalle
H. A. Azis Umar
H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si
Drs. H. Hasbullah Djabar, M.Si
H. Andi Baso Machmud
H. Ichsan Yasin Limpo, SH














Dari table diatas, pada saat pemilihan pemimpin, Bate salapang masih
berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga hadat yang berhak
58 Fatimah.K,” Pudarnya Pamor Bangsawan Dan Dinamika Pilkada Di Kab. Gowa (Studi
Terhadap Pencalonan Andi Maddusila Andi Idjo Pada Tahun 2010 Dan 2015)” skripsi, Fak.
Ushuluddin Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar 2016.
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memilih pemimpin di masa kepemimpinan Bupati pertama yaitu Andi Idjo
Karaeng Lalolang sebagai Raja terakhir dan Bupati pertama, akan tetapi
seiring berjalannya waktu peran Bate Salapang dalam menentukan pemimpin
sudah mulai tergeser terbukti pada saat pengangkatan H.M. Yasin Limpo
dinobatkan sebagai Bupati Gowa ke 3 sampai dengan Bupati Gowa ke 11
Andi Baso Mahmud sudah tidak berperan lagi karena berdasarkan
pengangkatan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Kabupaten Gowa
baru melakukan pemilihan umum yaitu mantan Bupati Gowa dipilih langsung
pada saat pencalonan Ichsan Yasin Limpo yang pada saat itu Ichsan Yasin
Limpa dalam 2 periode sebagai Bupati Gowa kemudian periode masa
kepemimpinannya berakhir dan dilanjut oleh anak kandungnya sendiri yaitu
Bapak Adnan Puricta Ichsan melalui pemilihan secara langsung (Pilkada) oleh
masyarakat Kab Gowa.
Leon Duguit dalam bukunya Traite de Droit Constitutional
membedakan pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik. Perbedaan
antara bentuk pemerintahan “monarki” dan “republik” menurut Leon Duguit,
adalah ada pada kepala negaranya. Jika ditunjuk berdasarkan hak turun –
temurun, maka kita berhadapan dengan Monarki. Kalau kepala negaranya
ditunjuk tidak berdasarkan turun – temurun tetapi dipilih, maka kita
berhadapan dengan Republik. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan
umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil
pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan
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kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan
dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat59
Sebelumnya melihat dari system kekuasaan yang dijalankan oleh pihak
lembaga bate Salapang, Kerajaan Gowa menganut system Monarki
konstitusional yang dimana system monarki konstituasional adalah sejenis
monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja,
Ratu, atau Kaisar sebagai kepala Negara. Jadi dengan system ini Bate
Salapang memiliki wewenang untuk mengangkat, memilih dan menurunkan
raja.
Setelah peralihan dari sistem Monarki ke NKRI (Negara Kesatuan
Republik Indonesia) Peran bate Salapang masa kerajaan hingga sekarang itu
tentunta sudah berbeda dimana pada masa Kerajaan, bate salapang memiliki
kekuasaan/wewenang dalam memilih, mengakngkat dan menurunkan seorang
Raja. Setelah peralihan rezim dimana masa kerajaan sudah beralih ke masa
pemerintahan, begitupun dengan peran bate Salapang yang sudah tidak lagi
sama perannya di masa sekarang ini karena pemilihan pemimpin atau Bupati
dipilih langsung oleh Rakyat.
“Seperti apa yang diungkapkan Andi Jufri Tenribali yang mengatakan bahwa
pada saat masa kerajaan dimana bate salapang ini berhak memilih,
mengangkat dan menurunkan Raja pada saat itu, fungsinya pada saat itu
sama dengan DPRD pada saat sekarang dia sebagai Legislatif, eksekutif dan
yudikatif. Akan tetapi seiring berjalannya waktu peran bate salapang dimasa
sekarang ini hanya dimintai pertimbangan, baik dari aspek social politik
maupun dari aspek social politik karna sudah tidak memiliki wilayah
kekuasaan. Jadi perannya pada saat ini dimintai pertimbangan. Melihat
59 Miriam Budiarjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
2008). h 461.
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dinamika bate salapang ini, dimasa sekarang ini tidak lagi berbicara
mengenai kerajaan, apabila kita menarik kemasa sekarang ini bahwa
eksistensi bate salapang ini sudah buran atau bisa dikatakan sudah tidak
sekuat waktu dimasa kerajaan.60
Dalam konteks demokarsi di masa reformasi, bate Salapang sudah
tidak terlihat perannya ketika pada saat masa kerajaan karena sudah tidak
memiliki wilayah kekuasaan. akan tetapi masih ada peran bate Salapang
pengaruh terhadap sistem pemerintahan dalam pelestarian niali-nilai budaya.
Adanya pergeseran kekuasaan dari kerajaan ke pemerintahan disinilah para
elit-elit politik menguasai sistem pemerintahan di kabupaten Gowa.
“Sejalan dengan apa yang di ungkapkan oleh Djamaluddin Aziz Paramma
(gallarang mangasa) yang mengatakan bahwa dimasa kerajaan Bate
Salapang ini berhak mengangkat dan menurunkan Raja dimasa itu apabila
tidak sesuai dengan ajalannya pemerintahan, serta menetapkan hukum hukum
dasar pemerintahan kerajaan, bate salapang pada saat itu bias juga disebut
sebagai (Parlemen). Akan tetapi wewenang Bate Salapang pada saat ini
sudah tidak sama lagi dengan masa kerajaan di mana Bate salapang ini
hanya berfungsi sebagai jembatan bagi pemerintah untuk melakukan suatu
gebrakan untuk menjaga nilai-nilai budaya.”61
Menarik dari pembahasan apa yang di jelaskan oleh tokoh Budayawan
dengan salah satu bate Salapang bahwa peran bate Salapang sekarang ini
sudah jauh berbeda dari peran sebelumnya. Wewenang bate salapang
sebelumnya apa yang di katakan Andi Jufri Tenribali “pada masa kerajaan
bate salapang berperan layaknya Parlemen. Bate Salapang pada masa kerajaan
dimana pada masa Raja Gowa terakhir hingga Bupati Gowa ke dua, peran bate
Salapang masih terlihat. Peran bate Salapang pada saat itu sebagai eksekutif,
legislative dan yudikatif.
60Andi Jufri Tenribali, Staf Ahli Kerajaan, “Wawancara”, Sungguminasa, 8 April 2017
61Djamaluddin Azis Paramma, Bate Salapang, Gallarang Mangasa, “Wawancara”,
Tombolo, 26 April 2017
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Sesudah perang dunia ke II terlihat gejala bahwa secara formal
demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan Negara dunia. Menurut suatu
penelitian yang diselenggarakan Uneco dalam tahun 1949 maka: “mungkin
untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama
yang paling baik dan wajar untuk semua system organisasi politik dan social
yang dierjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh, akan tetapi
Unesco juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap
ambiguous.62 Pada permulaan perkembangannya demokrasi telah mencangkup
beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau.
Kekuasaan Bate Salapang sangat kuat pada masa kerajaan, kekuasaan
dapat dimaknai pula dalam dimensi sosial, khususnya dalam kaitannya dengan
relasi sosial seperti yang dinyatakan oleh sosiolog Talcott Parsons, ia
menyatakan sebagai kemampuan pada umunya untuk mencapai tujuan atau
sasaran dalam hubungan social, terpisah dari alat yang digunakan atau status
“pemberian wewenang” untuk membuat keputusan atau menentukan
kewajiban.63Seperti apa yang di jelaskan Abd Razak Tate:
“Peralihan sistem pemerintahan membuat proses pemilihan kepala daerah
atau bupati pun berubah. Dulu, kata Razak, pengangkatan raja maupun
kepala daerah oleh Bate Salapang sangatlah sakral. Saat ini kesakralan itu
masih dipertahankan oleh Bate Salapang, meskipun wewenang mereka tidak
lagi berada pada wilayah pelaksanaan pemerintahan. "Hanya pada urusan
62Miriam Budiarjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
2008). h.105.
63 Syarifuddin jurdi, Seri Ilmu Sosial Politik Profetik, Ilmu Politik Profetik, Historitas,
Kontekstualitas dan Integrasi Keilmuan Dalam Ilmu Politik. (laboratorium ilmu politik UIN
Alaudin Makassar. 2015). h 37.
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pengembangan adat dan budaya upacara kerajaan yang masih sangat sakral.
Kami dari Bate Salapang yang berperan aktif terhadap itu”.”64
Dari penjelasan para tokoh dewan adat bate Salapang mengenai peran
bate Salapang, jadi bate Salapang pada saat ini sudah jauh berbeda perannya
ketika di masa kerajaan. Akan tetapi dinamika untuk mempertahankan nilai-
nilai kebudayaan kerajaan Gowa masih terjaga oleh para keluarga bate
Salapang, melihat konteks yang ada peran bate Salapang sekarang ini hanya
untuk sebagai simbol dalam melestarikan nilai-nilai Budaya, kemudian
jembatan dan dimintai pertimbangan-pertimbangan mengenai aspek sosial dan
budaya.
C. Pola Hubungan Kekuasaan Bate Salapang Menghadapi Kepentingan
Antara Pemerintah dan Kerajaan.
Eksistensi bate salapang sebelum terbentuknya dari system kerajaan
menjadi sistem pemerintahan sebagai Dewan Hadat yang mengatur tatanan
sistem pemerintahan, akan tetapi sekarang ini Dewan Hadat bate salapang
sudah tidak lagi memiliki pengaruh besar baik dari pemerintahan maupun di
kerajaan itu sendiri. Melihat perpecahan yang terjadi bate salapang terbagi
atas dua yaitu Bate salapang versi Andi Maddusila dengan Bate salapang
versi Andi kumala idjo. Ditambah terbentuknya suatu Lembaga Adat Daerah
(LAD) tentang penataan Lembaga Adat dab Budaya Daerah. Pola hubungan
kekuasaan bate salapang dengan pemerintah sudah tidak erat hubungannya,
yang sebelumnya memiliki pola hubungan kekuasaan dengan pemerintah di
64Abd Razak Tate Dg Jarung, Bate Salapang, Gallarang Tombolo, “Wawancara”,
Tombolo, 15 April 2017
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masa pemerintahan Ichsan Yasin Limpo. Kewenangan pemerintah dalam
menetapkan penataan LAD, dalam Bab I, pasal 1, ayat 3 yang dimaksud ialah
Bupati Gowa sebagai Ketua Lembaga Adat Daerah yang menjalankan fungsi
dan peran sombaya. Sehingga dewan hadat bate salapang sudah tidak terlalu
di perhatikan.
Pola hubungan kekuasaan, yang dimaksud oleh penulis ialah
bagaimana pola hubungan kekuasaan bate salapang dengan pemerintahan,
karena melihat dari zaman sekarang sistem monarki sudah tidak diterapkan
dalam tatanan pemerintahan di Indonesia khususnya di kabupaten Gowa ini
yang sebelumnya menganut sistem Monarki Beralih menjadi system
Presidensial, kemudain wewenang dan kekuasaan baik dari bate Salapang
maupun Dari Kerajaan sudah titak terlalu menonjol seperti apa yang
diterapkan di sistem monarki kala itu. Yang dimana pada sistem kerajaan
pemimpin kerajaan dipilih oleh lembaga adat dewan bate Salapang akan tetapi
seiring berjalannya perannyapun untuk mengangkat seorang Raja berakhir
ketika seorang Raja terakhir yang menjadi Bupati Pertama di kab Gowa.
Di Indonesia sendiri sudah tidak banyak wilayah yang masih
menempatkan kelompok bangsawan pada posisi penting. Berbicara tentang
pamor bangsawan tidak terlepas dari yang namanya kekuasaan. Kekuasaan
adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi
perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku.
Melihat dari konteks sekarang yang terjadi di kab Gowa bahwa pada saat ini
terjadi beberapa polemik mengenai hubungan antara pemerintahan dengan
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pihak kerajaan beserta timbulnya LAD ‘lembaga adat daerah’ yang di bentuk
oleh Bupati Gowa Adnan Puricta Ichsan. Disinilah bagaimana kita bisa
melihat pola hubungan kekuasaan bate salapang dalam ruang lingkup
pemerintahan.
Selain itu, yang menjadi pokok permasalahan yang penulis temui
dalam penelitian ini bahwa sekarang ada sesuatu yang unik yaitu terbentuknya
dua lembaga bate salapang, maksud dari terbentuknya dua lembaga adat ini
yaitu ada Bate Salapang Versi Andi Maddusila dengan Bate Salapang versi
Andi Kumala Idjo yang masing-masing mengklaim dirinya Bate Salapang
Yang Resmi.
1. Bate Salapang Versi Andi Maddusila
Andi maddusila andi idjo dalam pencalonannya dipengaruhi oleh beberapa
faktor diantaranya melalui musyawarah keluarga dan partai politik yang
dimana pencalonan Andi Maddusila Andi Idjo pada dasarnya, setiap kali
Andi Maddusila Andi Idjo ikut mencalonkan dalam pilkada di Kabupaten
Gowa selalu ada musyawarah keluarga untuk memberi dukungan
meskipun keluarga Balla Lompoa tidak sepenuhnya ikut mendukung
alasannya karena faktor internal keluarga mereka saling bersiteru yang
dilatar belakangi adanya persaingan agar lebih unggul. Persiteruan yang
terjadi terlihat pada penobatan Andi Kumala Idjo yang kemudian muncul
protes dari Andi Maddusila mengklaim bahwa dirinyalah putra mahkota
pewaris tahta kerajaan. Maddusila mengaku dia sudah dikukuhkan secara
adat di tempat pelantikan raja-raja dan dihadiri sejumlah Gallarrang
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termasuk keturunan Tuma Ilalang, keturunan Tuma Bicara, Tukajannanga
serta sejumlah pembesar kerajaan Gowa yang ada termasuk para keluarga
juga yang sudah sepakat menunjuk Andi Maddusila Andi Idjo untuk
menjadi raja setelah ayahanya Andi Idjo Raja Gowa ke-36. Dianggap
bahwa garis keturunan raja-raja Gowa yang benar-benar murni adalah
Andi Kumala Idjo sementara yang selama ini dilantik sebagai Raja Gowa
adalah Andi Maddusila Andi Idjo dikarenakan Andi Kumala Idjo berada
pada posisi pemerintahan saat itu.Keseharian Andi Kumala mengabdi
dalam bidang pemerintahan di Kabupaten Gowa dan kini masih menjabat
sebagai Camat Somba Opu, wilayah pusat Kerajaan Gowa.Sehingga hal
inilah yang membuat pihak dari keluarga Andi Kumala Idjo tidak memberi
dukungan terhadap pencalonan Andi Maddusila Andi Idjo.65 Kedudukan
Andi Maddusila Andi Idjo sebagai ketua umum partai Demokrat membuat
beliau percaya diri mengikuti pilkada pada tahun 2015.
Ketika peran bangsawan sudah tidak memiliki wilayah kekuasaan
di masa pemerintahan saat ini membuat ruang kontribusi para keturunan
bangsawan makin sempit.
“Seperti apa yang disampaikan oleh Sampara Dg Sikki (gallarang
Saumata) menjelaskan bahwa saat ini kami sebagai Bate Salapang sudah
tidak berperan seperti pada masa kerajaan yang pada masa Dewan Adat
Bate Salapang bias mengangkat dan menurunkan seorang Raja akan
tetapi peralihan system yang mebuat peran kamipun bergeser dan untuk
saat ini kami dari dewan adat bate salapang bertujuan untuk melestarikan
nilai-nilai Budaya agar tetap terjaga di kabupaten Gowa ini.” “Kami dari
dewan adat bate salapang mengangkat seorang raja untuk
65 Fatimah.K,” Pudarnya Pamor Bangsawan dan Dinamika Pilkada Di Kab. Gowa (Studi
Terhadap Pencalonan Andi Maddusila Andi Idjo Pada Tahun 2010 Dan 2015)” skripsi, Fak.
Ushuluddin Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar 2016, h.49
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mengembangkan dan membangkitkan tradisi adat budaya guna
melestarikan dan mempertahankan tradisi kerajaan Gowa” 66.
Dari hasil pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa bate Salapang
mencoba mempertahankan eksistensi kerajaan Gowa terlihat pada
dilantiknya Andi Maddusila Andi Idjo sebagai raja serta salah satu ikon
benda pusaka kerajaan Gowa yang sampai sekarang masih ada
dibudayakan.
Budaya adalah satu pola yang merupakan kesatuan dari
pengetahuan, kepercayaan, serta kebiasaan yang tergantung kepada
kemampuan manusia untuk belajar dan menyebarkannya ke generasi
selanjutnya. Budaya juga dapat diartikan sebagai kebiasaan dari
kepercayaan, tatanan sosial, dan kebiasaan dari kepercayaan, tatanan
sosial, dan kebiasaan dari kelompok ras, kelompok kepercayaan, atau
kelompok sosial.67
2. Bate Salapang versi Andi Kumala Idjo yang juga eksis dalam
mempertahankan nilai-nilai kerajaan Gowa.
Selama masih hidupnya lembaga adat bate salapang itu sangat
berperan penting dalam pemerintahan. Terkait dengan hal ini Humas
DPRD Bapak Natsir Arif mengungkapkan:
“Bahwa Bate Salapang ini sangat penting baik pemerintah maupun
masyarakat karna bate salapang memiliki peran menjaga nilai-nilai
kebudayaan. Bate salapang di kabupaten gowa ini memang tidak dapat
66Sampara Dg Sikki, Bate Salapang, Gallarang Saumata, “Wawancara”, Saumata, 16 Mei
2017
67 Habib Abdul Kadir Olong. “Antropologi Tubuh”.  (Yogyakarta: LIKS, 2006). h 9.
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tergeserkan dalam melestarikan nilai-nilai budaya kerajaan yang turun
temurun”.68
Dalam penjelasan yang diungkapan oleh bapak Natsir Arif dapat
menarik penjelasan bahwa bate salapang sekarang ini masih di akui
keberadaannya di pemerintahan kabupaten Gowa namun sudah tidak pada
perannya. bagaimana kita melihat sekarang ini bate Salapang sudah tidak
lagi berperan semestinya ketika pada saat kerajaan.
Berdasarkan hasil pengamatan hal yang serupa di ungkapkan ole
Abdul Razak Tate Dg. Jarung Selaku Gallarrang Tombolo mengemukakan
bahwa:
“Upaya bate salapang dalam relasi terhadap pemerintah, seperti apa
yang disampaikan oleh Abd Razak Tate pada saat melakukan waawancara
mengatakan sebagai dewan adat bate salapang kita harus
mempertahankan nilai-nilai kebudayaan walaupun seiring bergantinya
rezim dari saman monarki hingga beralih ke NKRI kami selaku dewan
adat bate salapang tetap menjaga nilai kebuayaan dengan cara turut
memberikan sumbangsi (berpartisipasi) kepada pihak pemerintah daerah
apabila di undang untuk membahas masalah seni budaya termasuk
masalh sosial budaya. Hubungan yang kami jalin selama ini masih terjaga
apalagi di masa pemerintahan bapak Ichsan Yasin Limpo mantan Bupati
Gowa sangat mendukung yang namanya lembaga adat”69.
Hasil wawancara dengan pihak pemerintahan dan pihak bate
Salapang mengenai pola hubungan kekuasaan bate salapang dalam ruang
lingkup pemerintahan bahwa memang peran bate salapang hingga saat ini
masih penting karna melihat dari pola hubungan kekuasaan adanya terjalin
kerjasama di bidang sosial budaya dan mempertahankan nilai-nilai budaya
68 Natsir Arif, Humas DPRD Kabupaten Gowa, “Wawancara”, Kantor DPRD Kabupaten
Gowa, 10 Mei 2017
69 Abd Razak Tate Dg Jarung, Bate Salapang, Gallarang Tombolo, “Wawancara”,
Tombolo, 15 April 2017
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tersebut. upaya mempertahankan eksistensi Bate salapang dalam
mempertahankan kerajaan Gowa agar kerajaan Gowa tetap diakui
keberadaan dan eksistensinya karna kabupaten Gowa adalah suatu wilayah
dalam provinsi Sulawesi selatan yang masih diakui budaya kerajaannya.
Namun bertolak belakang apa yang disampaikan Sofyan Hamdi selaku
kepala dinas kebudayaan dan pariwisata yang mengatakan bahwa Gowa
adalah suatu daerah yang berbentuk Kabupaten, jadi untuk apa lagi
membahas mengenai masalah kerajaan Gowa karna tidak ada lagi
kerajaan di kabupaten Gowa, tidak ada landasan bahwasanya masih ada
kerajaan Gowa karna sudah berbentuk kabupaten.
Mendengar penjelasan dari bapak Kepala Dinas kebudayaan dan
pariwisatasalah satu hal yang sangat mencederai eksistensi kerajaan Gowa.
Akan tetapi apa yang di sampaikan oleh Sofyan Hamdi dapat bantahan
dari apa yang dijelaskan oleh Drs. H. Hasan Abdullah
“Seperti apa yang di jelaskan oleh Drs. H. Hasan Abdullah (gallarang
Saumata) yang mengatakan bahwa ketika perubahan nama dari system
Kerajaan menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) memang
kita sudah tidak berbicara masalah kerajaan akan tetapi Nilai-Nilai
Kerajaan Gowa itu akan tetap terjaga dengan melalui Bate Salapang
sebagai symbol pelestarian aspek Budaya dan Sosial. Karena kami Dari
rumpung Bate salapang bisa dikatakan sebagai penasehat pemerintah
daerah di bidang sosial Budaya.”70
Dalam akta notaris kabupaten Gowa, dewan hadat Bate salapang
dalam pasal 4 menjelaskan maksud dan tujuan lembaga ialah
a. Menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya local warisan
luhur leluhur
70Hasan Abdullah, Bate Salapang, Gallarang Saumata, “Wawancara”, Katangka, 2 Mei
2017
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b. Meningkatkan/memperkuat kerjasama dan konsilidasi antara anggota
dewan hadat Bate salapang Gowa, dan koordinasi dengan institusi
pemerintahan terkait serta lembaga swadaya masyarakat dan
komunitas adat lainya dalam rangka menunjang kelancaran program
untuk mewujudkan visi organisasi dan turut mebantu sukses
pembangunan serta katahanan nasioanal.
Ketika masa-masa keharmonisasian hubungan antara Bate
salapang dengan pihak pemerintahan, muncul polemik yang terjadi yaitu
pembentukan Perda No 5 tahun 2016 LAD “Lembaga Adat Daerah” yang
dibentuk oleh Bupati Gowa Bapak Adnan Purichta Ichsan yang disetujui
oleh ketua DPRD Kabupaten Gowa pada tanggal 16 september 2016. Poin
penting dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa bupati adalah bupati
Gowa sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan
peran Sombayya.
Berikut ini penulis akan memaparkan tujuan penataan lembaga
adat daerah (LAD) diantaranya:
a. Untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara, dan
mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai
landasan dalam memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat
Gowa;
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b. Untuk melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional
masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan
peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Gowa;
c. Untuk mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang
maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani;
d. Untuk mempersatukan pemahaman terhadap symbol-simbol adat bekas
Kerajaan Gowa yang tetap dipertahankan kini.71
Kemunculan Perda No 5 tahun 2016 tentang LAD “Lembaga Adat
Daerah” mendapat pertentangan oleh pihak lembaga adat bate salapang itu
sendiri. Terkait dengan hal ini, Seperti apa yang di ungkapan Bapak Abd
Razak Tate dg Jarung selaku gallarang tombolo yang menegaskan bahwa:
“Sebenarnya niat Perda LAD ini sangat bagus akan tetapi yang menjadi
pokok permasalahan yaitu ada beberapa bagian pertama: kami selaku
dewan adat bate salapang tidak sependapat karena yang dilantik menjadi
ketua itu tidak memiliki garis keturunan. Kedua; bukan lembaga adat
dewan bate salapang yang lantik, karna pada saat pelantikan itu tidak
dihadirkan bate salapang dari kami.”72
Berdasarkan pernyataan diatas, Keberadaan LAD menurut tinjauan
dari Bate salapang itu sendiri adalah perpanjangan tangan pemerintah
untuk merangkul lembaga adat yang ada, bukan untuk membentuk
kembali. Bukannya tidak setuju akan tetapi obyektivitas seharusnya
merangkul dewan lembaga adat yang sudah ada. Artinya, secara perlahan
dengan adanya perda tersebut akan mengikis sedikit demi sedikit lembaga-
71Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2016
72 Abd Razak Tate Dg Jarung, Bate Salapang, Gallarang Tombolo, “Wawancara”,
Tombolo, 15 April 2017
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lembaga adat serta ingin menguasai baik dari bentuk kerajaan maupun
pemerintahan,
“Seperti apa yang disampaikan Bapak Abd Razak Tate Dg Jarung ketika
melakukan wawancara bersama penulis yang mengatakan; Timbulnya
LAD “Lembaga Adat Daerah tidak ada pengaruh ataupun pergeseran
pola hubungan kami Bate Salapang dengan pemerintah daerah. Pola
hubungan masih masa ketika sebelum munculnya LAD. Malahan
kemunculan LAD ini akan terasa bagus ketika ingin memfasilitasi kami
sebagai Bate salapang. alangkah bagusnya seperti itu”.73
Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dapat memahami bahwa
eksistensi bate salapang ini memang sudah mulai memudar seiring
berjalannya waktu dari wewenang yang dimiliki sebelumnya. Konsep
kekuasaan bate Salapang sudah tidak terpakai di system pemerintahan
terlebih dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah (pilkada) sejak
tahun 2005. Akan tetapi pola hubungan kekuasaan dengan pihak
pemerintah daerah masih terjaga walaupun ada polemik yang terjadi yaitu
munculnya perda LAD.
Bate salapang saat ini terbagi menjadi dua versi. Politik kekuasaan
yang terjadi sekarang ini dari satu sisi ada Bate salapang versi Andi
Maddusila, dan sisi lain Bate Salapang Versi Andi Kumala Idjo.
Walaupun sama-sama bertujuan untuk mempertahankan eksistensi bate
Salapang dengan cara melalui pelestarian dan menjaga nilai-nilai budaya
kerajaan Gowa namun peran bate Salapang versi Andi Kumala Idjo lebih
Eksis perannya dari bate Salapang Andi Maddusila karna Andi Kumala
73Abd Razak Tate Dg Jarung, Bate Salapang, Gallarang Tombolo, “Wawancara”,
Tombolo, 15 April 2017
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Idjo memiliki jabatan di ruang lingkup pemerintahan oleh karna itu pola
hubungan kekuasaan antara Bate Salapang dengan pemerintahan untuk





Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka
dapat disimpulkan beberapa poin terkait Hubungan kekuasaan bate sapang dan
pemerintah dalam mempertahankan eksistensi kerajaan Gowa
Sistem kerajaan Gowa yang sebelumnya Nampak ciri sistem kerajaan
aristokrasi. Sebelum kerajaan Gowa lahir ada beberapa wilayah atau
kelompok kecil yang bergabung dan membentuk komunitas adat disebut
Kasuwiyang Salapang. Jadi kelompok-kelompok atau komunitas adat ini yang
mendukung kekuasaan kerajaan Gowa, seiring berjalannya waktu kemudian
berubah sebutannya menjadi Bate Salapang. “Bate” artinya: Bendera/Panji,
sedangkan “Salapang” artinya: Sembilan. Bate salapang pada saat itu bersama
Paccallayya memiliki peran yang sangat penting yaitu berperan memilih,
mengangkat dan menurunkan seorang Raja. Paccallayya adalah ketua dewan
adat yang diangkat dari Bate salapang.
1. Peran bate salapang terhadap eksistensi kerajaan Gowa sudah tidak
memiliki pengaruh besar di kabupaten Gowa karena sudah tidak memiliki
wilayah kekuasaan yang sebelumnya pada masa kerajaan. Bate salapang
pada masa kerajaan, berperan mengangkat, memilih dan menurunkan raja,
namum saat ini perannya berbeda yaitu hanya sebagai simbol untuk
melestarikan nilai-nilai budaya kerajaan Gowa diantaranya menghadiri
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apabila di undang untuk membahas mengenai masalah budaya kerajaan
Gowa, mengadakan ritual allo accera kalompoang (hari pencucian benda
pusaka),
2. Pola hubungan kekuasaan bate salapang menghadapi kepentingan antara
kerajaan dengan pemerintah. Sebelum masa pemerintahan Bupati Gowa
Bapak Adnan Purichta Ikhsan Yasin Limpo, pola hubungan bate salapang
memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintah karena pada masa
kepemimpinan mantan Bupati Gowa Bapak Ichsan Yasin Limpo yang
menyetujui pelantikan Raja Gowa oleh Bate salapang. pola hubungan
kekuasaan bate salapang dengan pemerintah sekarang tidak seerat
sebelumnya karena bate salapang sudah tidak terlalu diperhatikan oleh
pihak pemerintah. Bahkan timbul rasa kekecewaan setelah pemerintah
membuat perda Lembaga Adat Daerah dengan Bupati seabagai ketua
lembaga adat. Pada Bab 1, pasal 1 ayat 3: Bupati adalah Bupati Gowa
sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran
sombayya (raja). Beberapa alasan kekecewaan bate salapang ialah
pertama: Bupati Gowa adalah bukan keturunan raja Gowa, kedua: tidak




Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dipaparkan di atas
maka dalam menyikapi Bate Salapang dan Eksistensi Kerajaan Gowa dapat
diambil langkah guna meminimalisir permasalah tersebut
1. Pemerintah daerah kabupaten Gowa agar kira dapan mempertahankan
lembaga adat yang sudah ada sejak dulu dan dapat memfasilitasi agar
pelestarian nilai-nilai kebudayaan kerajaan Gowa dapat terus terjaga
hingga turun temurun yang diwariskan oleh para leluhur.
2. Masyarakat harus tetap menghargai bangsawan meskipun pada saat ini
sudah tidak berperan sebagaimana mestinya dan tidak memiliki wilayah
kekuasaan karna mereka adalah bagian dari terbentuknya suatu sejarah.
3. Baik dari kalangan pemerintahan maupun masyarakat, kita sebagai
masyarakat kabupaten Gowa harus mengembalikan adat yang selama ini
terkikis oleh zaman seiring berjalannya waktu kemudian harus menjaga
nilai-nilai budaya dan menjaga semboyang para leluhur yaitu
a. Assamaturu
b. Sipakatau, Sipakainga Dan Sipakalabbiri




4. Sebagai bahan pembelajaran bagi para ilmuan sosial untuk memanfaatkan
hasil penelitian ini sebagai wawasan pengetahuan mengenai Eksistensi
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